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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

1. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf

latin dapatdilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

|. alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o ba b be
= la t fe
& 5a 8 es (dengan titik di atas)
r jim j je
r ha h ha (dengan titik di bawah)
F kha kh ka dan ha
> dal d de
3 zal z zet (dengan titik di alas)
) ra r er
J zai z zel
o sin 5 C3

B syin 5y es dan ye
P sad g es (dengan titik di bawah)
A dad d de (dengan titik di bawah)

b fa t te (dengan titik di bawah)
b 74 z zet (dengan titik di bawah)
$ ‘ain ‘ apostrof terbalik
F gain g ge
o fa f
J qaf q gi
4 kat k ka
J lam | el '
’ mim m em
3 nun n en
3 wau W we
£ ha h ha
¢ hamzah ' apostrof
L) ya Y ye




Hamzah (<) yang tedetak di awal kata mengikuti vokalaya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika in terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*).

2. Voksl
Vokal bahasa Arab, scperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atsu diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnys berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagal berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i fathah a a
| kasrak I i
i darmmah u u

Vokal rangkap bohasa Arsb yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
¥ fathah dan yi’ al adani
¥ fathak dan wau an adanu

Contoh:

S kaifa

3}5 : hauls
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf]
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
G o |V ... | fathakdan alifatau ya' a a dan garis di atas
. kasrah dan ya* 1 i dan garis di atas
’ dammal) dan wan u u dan garis di atas

>

Xi



SU : mata

&~ i rama

J :qila

&35 : yamitu
4. Ta’ marbutah

Transliterasi untuk ra’ marbutah ada dua, yaitu: fa’ marbutah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta' marbutal yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan fa” marbutah diikuti olch kata yang
menggunakan kata sandang a/- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contohi
JUbYI 335 : raudah al-atfal
Aol @asfi  : almadinab al-fadilah
w&d : al-hikmah

5. Syaddah ( Tasydid)

Syaddals atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid ( ~ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

i : rabbana
W2 . pajjaina
‘Wl :alhagq
(..35 : nu“ima

& ‘aduwwun

Jika huruf s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
(i—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadii.

Contoh:

e :'Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

Y2 :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

xii



6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ) (a/if
lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditranslitcrasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-
datar (-).

Contoh:

izl : al-syamsu(bukan asy-syamsu)

J}'W : al-zalzalah ( az-zalzalah)

acddi al-falsafah

SR : al-biladu

7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi
hamzah yang terlctak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

o340 : ta'muruna
£330 : al-nau*
A : syai'un
s"-’}gt : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atan
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur'an (dari &/-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur’an
A/l-Sunnah qabl al-tadwin
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9. Lafz al-Jalalah ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah,

Contoh:

A\ 13> dinullah &Y billdh

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada /afz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [/]. Contoh:

a1 3¢ bum £ rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (A// Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nagir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabl

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi sescorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Xiv



Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad [bnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasgr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt = subhanahu wa ta‘ala
Saw, = sallallahu ‘alaihi wa sallam
as = ‘alaihi al-salam
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Maschi
L. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W. = Wafal tahun
QS../..4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR = Hadis Riwayat
Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:
o - Amap
p = 054 Oy
= oyl dl Lo
b = b
03 = 3l Oy

o, = ol J\at JI
c gy

XV



ABSTRAK

Nama : Nurhanisa

NIM 20256122028

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul . Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik

ljarah pada Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa
Mombi Kecamatan Alu

Penelitian ini mengkaji praktik akad Jjarah pada jasa pemeliharaan hewan
ternak di Desa Mombi Kecamatan Alu dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Permasalahan yang diteliti meliputi: (1) bagaimana bentuk dan mekanisme praktik
ljarah dalam jasa pemeliharaan hewan ternak yang berlangsung di Desa Mombi;
(2) bagaimana kesesuaian praktik tersebut dengan rukun, syarat, dan prinsip-prinsip
Hukum Ekonomi Syariah; serta (3) faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian
maupun penyimpangan praktik tersebut dari ketentuan syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-
syar’i dan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara
mendalam terhadap 5 penyedia jasa pemeliharaan dan 7 pemilik ternak, serta
observasi langsung terhadap pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak. Data
sekunder diperoleh dari literatur fikih muamalah, buku, dan jurnal yang relevan
dengan akad Jjarah. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber dan teknik untuk
menjamin keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemeliharaan hewan ternak di
Desa Mombi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan dan asas saling percaya.
Sistem imbalan untuk pemeliharaan sapi menggunakan mekanisme pengembalian
modal dan pembagian keuntungan setelah penjualan, sedangkan pemeliharaan
kambing menggunakan sistem pembagian anak ternak. Secara umum, praktik
tersebut telah memenuhi unsur dasar akad [jarah, seperti adanya pihak yang
berakad, manfaat yang jelas, dan adanya imbalan. Namun demikian, terdapat
ketidakpastian dalam penetapan Ujrah dan pembagian risiko, terutama dalam hal
kematian ternak, yang berpotensi mengandung unsur gharar. Faktor yang
mempengaruhi praktik tersebut antara lain tradisi lokal, tingkat pemahaman
masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah, dan kuatnya hubungan sosial
berbasis kepercayaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peni'ngkatan
pemahaman dan penyusunan kesepakatan yang lebih jelas agar praktik ljarah
berjalan lebih transparan dan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: [jarah, Hukum Ekonomi Syariah, Pemeliharaan Hewan Ternak,
Ujrah, Gharar.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, aktivitas ekonomi berbasis prinsip-prinsip
syariah telah menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Berbagai bentuk
transaksi, mulai dari jual beli, sewa-menyewa, hingga jasa, berkembang sesuai
kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk jasa yang cukup umum ditemukan
terutama di daerah pedesaan adalah jasa pemeliharaan hewan ternak. Jasa ini
menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau kemampuan
dalam merawat hewan ternak, sehingga mereka menitipkan hewan peliharaan
kepada pihak lain dengan imbalan tertentu.! Umumnya, jasa pemeliharaan ini
dilakukan dengan menggunakan sistem Jjarah, yaitu perjanjian sewa jasa dengan
imbalan tertentu. Namun, pelaksanaannya sering kali bersifat informal, tanpa
adanya acuan standar yang jelas terkait besaran imbalan maupun pembagian
tanggung jawab antara pemilik dan penjaga hewan ternak.

Realitas sosial yang tampak di Desa Mombi, Kecamatan Alu, menunjukkan
bahwa praktik [jarah dalam pemeliharaan hewan ternak berlangsung secara
sederhana dan fleksibel. Kesepakatan biasanya dilakukan secara lisan antara
pemilik dan penjaga ternak, dengan besaran upah ditentukan berdasarkan jumlah
hewan dan lama pemeliharaan. Menariknya, dalam beberapa kasus, imbalan tidak
selalu berbentuk uang, melainkan dalam bentuk anak dari hewan ternak yang
dipelihara. Misalnya, penjaga ternak bisa mendapatkan satu anak kambing dari
seekor induk kambing yang dipelihara selama periode tertentu. Meski sistem ini

dianggap adil oleh sebagian masyarakat, perhitungan upah semacam ini belum

"M. Yusuf, Ekonomi Syariah: Prinsip dan Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 45-
47.



mempertimbangkan secara proporsional beban kerja serta risiko yang ditanggung
oleh penjaga. Selain itu, belum ada kejelasan mengenai tanggung jawab penjaga
terhadap kesehatan dan keselamatan hewan selama masa pemeliharaan, sehingga
membuka ruang bagi perselisihan ketika terjadi kerugian, seperti kematian atau
penyakit pada hewan.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, akad Jjarah harus memenuhi
prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum. Hal ini mencakup
kejelasan mengenai objek akad, besaran imbalan, serta hak dan kewajiban masing-
masing pihak untuk mencegah kerugian atau sengketa dalam pelaksanaannya.
Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa praktik jarah dilakukan
sesuai dengan prinsip-prinsip normatif syariah yang menuntut transparansi dan
keseimbangan hak serta kewajiban antara para pihak.” Al-Qur’an menjadi landasan
bahwa aktivitas sewa-menyewa dibolehkan selama dilaksanakan secara adil dan
tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini ditegaskan dalam QS.

An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

S 95 4K 15 o B 8385 i) ey o8 1St 3l 3 il il
(18) i o 66 By 1o

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu
dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar
suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.’

Terjemahan Bahasa Mandar:

E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’
(tangalalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para

2Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017),
h. 80-81.

3Kementerian Agama RI, Qur’an Dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h.
112.



melo’di antaramu mie’. Anna da mie’pappatei alawemu. Sitongangna Puang
Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie’.*

Ayat ini mengingatkan agar manusia tidak saling menzalimi dalam
bertransaksi dan selalu menjaga keadilan serta kejujuran. Selain itu, hadis-hadis
Nabi Muhammad SAW dan pendapat para ulama fikih juga menegaskan pentingnya
kejelasan akad dalam setiap bentuk muamalah.’

Namun, antara kondisi nyata di masyarakat dengan tuntunan hukum syariah
terdapat jarak yang cukup signifikan. Banyak masyarakat yang belum memahami
prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah sehingga praktik akad yang mereka
lakukan sering tidak sesuai dengan ketentuan yang ideal. Akibatnya, risiko
ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan konflik sosial menjadi semakin besar.°
Kesenjangan ini diperparah oleh minimnya literatur dan pedoman yang membahas
secara spesifik penerapan akad jasa pemeliharaan hewan ternak berbasis syariah,
terutama pada tingkat lokal. Masyarakat belum memiliki acuan yang jelas terkait
tata cara penyusunan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini
menyebabkan praktik yang ada lebih banyak mengikuti kebiasaan lama tanpa
adanya pembaruan yang relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
zaman.’

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan
pembenahan terhadap praktik akad jasa pemeliharaan hewan ternak. Pembenahan
ini penting tidak hanya untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum ekonomi syariah.

“Muh. Idham Kholid Bodi, Kora’ang Mala’bi (Cet, 1; Makassar: Balitbang Agama
Makassar, 2019), h. 147-148.

SM. Qomaruddin, Figh Muamalah Kontemporer (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h. 101-
103.

L. Hidayat, “Kesenjangan Praktik dan Teori dalam Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal
Syariah dan Hukum, (vol. 7, no. 3, 2023), h. 50-53.

R. Sari, “Literur dan Pedoman Akad dalam Jasa Pemeliharaan Hewan”, Jurnal Ekonomi
Islam, (vol. 4, no. 2, 2021), h. 89-92.



Dengan edukasi dan pedoman yang tepat, diharapkan masyarakat dapat
menjalankan transaksi secara adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam.®

Penelitian ini menjadi sangat penting karena dapat memberikan kontribusi
nyata dalam memperbaiki praktik muamalah di masyarakat. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi bentuk praktik [jarah yang digunakan dalam jasa
pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Alu, menganalisis kesesuaiannya dengan
prinsip hukum ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi
masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertari untuk
membahasa permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah Terhadap Praktik Jjarah Pada Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak di

Desa Mombi Kecamatan Alu” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, peneliti merumuskan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana praktik /jarah pada jasa pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan
oleh masyarakat di Desa Mombi?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik ljarah pada jasa

pemeliharaan hewan di Desa Mombi?

C. Fokus Penelitian
1. Fokus Penelitian
Fokus penelitian yaitu mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Praktik

ljarah pada Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Mombi Kecamatan Alu”.

8N. Fitria, Edukasi Hukum Ekonomi Syariah untuk Masyarakat (Malang: UB Press, 2022),
h. 60-62.



2. Deskripsi Fokus
a. Jasa pemeliharaan hewan ternak
Pemeliharaan hewan ternak adalah suatu kegiatan pengurusan dan
perawatan hewan ternak yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk
menjaga kesehatan, pertumbuhan, reproduksi, serta produktivitasnya, yang
meliputi pemberian pakan dan minum sesuai kebutuhan nutrisi, pemeliharaan
kebersihan kandang, pengawasan kesehatan, pencegahan dan penanganan penyakit,
serta pengelolaan lingkungan ternak agar tetap layak dan aman sehingga hewan
dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memberikan manfaat ekonomi
bagi pemiliknya; dalam konteks hubungan antara pemilik ternak dan pihak yang
merawat, pemeliharaan juga dapat dimaknai sebagai jasa perawatan ternak yang
dilakukan berdasarkan kesepakatan tertentu dengan imbalan yang disetujui
bersama.’
b. ljarah
ljarah adalah akad yang berarti sewa menyewa, yaitu suatu transaksi di
mana satu pihak (mu'jir) memberikan manfaat dari suatu barang atau jasa kepada
pihak lain (musta’jir) dengan imbalan (Ujrah) yang disepakati. Akad ini tidak
memindahkan kepemilikan barang, melainkan hanya manfaatnya, dan berlaku
dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.'”
c. Hukum ekonomi Syariah
Hukum ekonomi syariah adalah cabang dari hukum Islam yang secara
khusus membahas aturan-aturan dalam aktivitas ekonomi. Hukum ini mengatur
interaksi ekonomi antara individu, kelompok, maupun lembaga agar berjalan secara

tertib, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Aktivitas ekonomi yang

Soekardono, llmu Ternak Umum (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.
45.

1%Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), h. 215.



diatur meliputi berbagai bidang, seperti perdagangan, jasa, kerja sama usaha, serta

aktivitas keuangan lainnya yang berkembang di masyarakat.'!

D. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat
dijadikan sebagai landasan untuk topik penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut
dipilih berdasarkan kesesuaian dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti,
sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman serta menjadi sumber
referensi yang bermanfaat dalam pelaksanaan penelitian ini. Beberapa penelitian
terdahulu yang relevan dengan topik ini telah dipilih dan disajikan berikut ini:

1. Anisa Nur, dengan judul skripsi “Tinjaun Hukum Islam tentang Jasa Penitipan
Hewan Kurban (Studi Pada Pedangang Hewan Kurban di Jalan Cut Nyak Dien,
Palapa, Bandar Lampung)” Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan
Lampung, 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran upah penitipan
ditentukan oleh tanggung jawab perawatan hewan kurban, jenis hewan, serta
durasi penitipan. Praktik ini diklasifikasikan sebagai akad wadiah dengan unsur
ljarah dan dinyatakan mubah karena adanya kejelasan tanggung jawab dan
kompensasi.'? Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada cakupan
dan pendekatan analisis yang lebih luas, yaitu dengan mengkaji akad [jarah
dalam jasa penitipan hewan ternak secara umum, menilai kesesuaiannya
terhadap prinsip hukum ekonomi syariah, serta mengidentifikasi potensi
permasalahan seperti unsur gharar dan merumuskan solusi edukatif guna
meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah di tengah masyarakat.

2. Ibnu Ghufron Jadzuli. Dkk, dengan judul penilitiannya “Analisis Hukum Islam

dalam Pembayaran Upah penitipan Hewan (Studi Kasus Dusun 1, Kec.

UAdiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 17.

12Anisa Nur, Tinjauan Hukum Islam tentang Jasa Penitipan Hewan Kurban (Studi Pada
Pedagang Hewan Kurban di Jalan Cut Nyak Dien, Palapa, Bandar Lampung), Skripsi, Fakultas
Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2021, h. 45.



Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah)” Universitas Pamulang, 2022. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad tidak dilakukan secara tertulis,
telah terjadi kesepakatan lisan yang dipahami oleh kedua belah pihak. Penetapan
upah penitipan didasarkan pada jumlah hewan, jenis hewan, serta lamanya
penitipan. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dikategorikan sebagai akad
wakalah bil Ujrah dan dinilai sah selama tidak mengandung unsur gharar dan
masing-masing pihak memahami hak serta kewajibannya.'? Perbedaan dengan
penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian, di mana penelitian
ini secara khusus menyoroti praktik akad [jarah dalam jasa penitipan hewan
ternak di Kecamatan Alu. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian
praktik akad Jjarah dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah,
mengidentifikasi potensi persoalan seperti ketidakjelasan tanggung jawab atau
bentuk kompensasi, serta menyajikan rekomendasi edukatif guna meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan akad yang sah dan
adil dalam kegiatan ekonomi syariah.

3. Mardiana, dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik 7Tambo Mappepeambiang Hewan Ternak Di Dusun Timbu Kelurahan
Petoosang" dari STAIN Majene, 2025. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan
bahwa praktik pemeliharaan ternak lokal yang disebut 7ambo Mappepeambiang
dijalankan melalui skema multi-akad, yaitu penggabungan antara akad
Mudarabah Mugayyadah (kerja sama bagi hasil yang dibatasi) dan akad Jual
Beli. Dengan pembagian keuntungan ditetapkan sebesar 50:50, dan secara

keseluruhan praktik tersebut dinyatakan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi

BIbnu Ghufron Jadzuli, Dkk. “Analisis Hukum Islam dalam Pembayaran Upah Penitipan
Hewan (Studi Kasus Dusun 1, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)”, Jurnal
Perkusi: Pemasaran, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia, (vol. 2, no. 2, 2022), h. 15.



Syariah.'* Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus akad dan
konteks objek yang diteliti. Penelitian Mardiana menganalisis akad bagi hasil
(Muddarabah), sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji akad [jarah
(sewa jasa) pada pemeliharaan hewan ternak. Penelitian ini memiliki kebaruan
dalam menganalisis kepatuhan penetapan upah (Ujrah) dan tanggung jawab
risiko dalam konteks Jjarah di Desa Mombi, serta merumuskan langkah edukasi
untuk mencegah unsur gharar (ketidakjelasan) dan meningkatkan kepatuhan
syariah di tengah masyarakat.
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui praktik /jarah pada jasa pemeliharaan hewan ternak yang
dilakukan oleh masyarakat di Desa Mombi.
b. Untuk mengetahui praktik /jarah pada jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa
Mombi sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini mampu menyumbangkan pemahaman, referensi
akademis, dan pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi
Syariah (HES). Secara spesifik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman teoritis mengenai implementasi, kesesuaian, dan tantangan yang
dihadapi dalam penerapan akad Jjarah (sewa jasa) pada jasa pemeliharaan hewan
ternak, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di

STAIN Majene.

“Mardiana, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tambo Mappepeambiang
Hewan Ternak Di Dusun Timbu Kelurahan Petoosang, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis
Islam, STAIN Majene, 2025, h. 45.



c. Manfaat Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan praktis bagi penyedia
jasa pemeliharaan hewan ternak dalam menyusun dan mengelola akad [jarah
secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Hasil kajian diharapkan dapat
mendorong pelaku usaha untuk menetapkan Ujrah (upah) yang transparan,
merumuskan batasan tanggung jawab yang jelas, dan membangun kepercayaan
pemilik ternak.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam kepada
pemilik hewan ternak mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam akad
ljarah pemeliharaan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadikan pemilik
ternak lebih kritis dalam membuat kesepakatan, mampu mengidentifikasi
potensi gharar (ketidakjelasan), serta aktif dalam memastikan pemenuhan rukun
dan syarat syariah dalam transaksi jasa.

3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata sebagai bahan
pertimbangan bagi Pemerintah Desa Mombi atau Pemerintah Daerah dalam
merumuskan kebijakan atau strategi pengawasan dan pembinaan terhadap
praktik ekonomi lokal. Temuan empirisnya diharapkan dapat digunakan sebagai
dasar penyusunan program sosialisasi dan edukasi mengenai kepatuhan akad
ljarah dalam kerangka HES.

4) Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperluas wawasan peneliti terkait
aplikasi praktis prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada jasa pemeliharaan hewan

ternak.



BAB II
TINJAUAN TEORITIS

A. Hukum Ekonomi Syariah
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah cabang dari hukum Islam yang secara
khusus membahas aturan-aturan dalam aktivitas ekonomi. Hukum ini mengatur
interaksi ekonomi antara individu, kelompok, maupun lembaga agar berjalan secara
tertib, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Aktivitas ekonomi yang
diatur meliputi berbagai bidang, seperti perdagangan, jasa, kerja sama usaha, serta
aktivitas keuangan lainnya yang berkembang di masyarakat.!

Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah memberikan pedoman
mengenai bagaimana suatu transaksi atau kegiatan ekonomi dilakukan agar sah
secara hukum Islam. Pedoman tersebut tidak hanya mencakup aspek formal dari
sebuah perjanjian atau kesepakatan, tetapi juga mencakup substansi dari hubungan
kerja sama itu sendiri. Dengan demikian, hukum ini bertujuan untuk memastikan
bahwa setiap transaksi tidak hanya sah, tetapi juga etis dan tidak merugikan salah
satu pihak.’

Salah satu ciri khas dari hukum ekonomi syariah adalah keterpaduannya
antara aspek hukum dan moral. Ini berarti bahwa hukum ini tidak hanya menilai
suatu perbuatan dari segi legalitasnya, tetapi juga dari sisi kemaslahatan atau
manfaatnya bagi semua pihak. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi
syariah mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan

kepentingan umum dalam setiap aktivitas ekonomi.>

'Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 17.

M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.
29.

3Muhammad, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Kencana, 2008), h. 43.
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Selain itu, hukum ekonomi syariah juga memberikan jaminan perlindungan
hukum terhadap hak dan kewajiban para pelaku ekonomi. Dengan adanya aturan
yang jelas, diharapkan tidak terjadi ketimpangan atau penyalahgunaan dalam
hubungan ekonomi. Hal ini penting agar setiap transaksi mengandung kejelasan
(tidak samar), dilakukan atas dasar kerelaan bersama, serta tidak mengandung unsur
yang merugikan pihak lain.*

Dengan penerapan hukum ekonomi syariah, masyarakat memiliki pedoman
untuk bertransaksi secara adil dan bertanggung jawab. Hukum ini tidak hanya
relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam sistem
ekonomi modern, termasuk dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah,
perdagangan, dan jasa. Karena itulah, pemahaman dan penerapan hukum ekonomi
syariah sangat penting dalam membangun sistem ekonomi yang sehat dan

berkelanjutan menurut perspektif Islam.’

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah /2:188 yang berbunyi:

Ay o0 Jigst o i3 sl 8 ) i 3l by G WK \,,tsu '93
(YAN) O}Ja.a ol

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan
maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan
dosa, padahal kamu mengetahui.®

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna da mie’ paande barangmu anna (da to’o mie’) paande barang laengna
cara iya andiang macoa, anna da (to’o mie’) mambawa barang (massogo’)

“Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktik
(Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

SAscarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 23.

SKementerian Agama RI, Qur'an Dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pestashihan, 2019), h.
33.
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lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau laeng
(mappogau’dosa), anna i’o mie’ ma’issang.

Ayat ini merupakan larangan yang jelas terhadap tindakan mengambil atau
menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Kata “al-batil” dalam
ayat ini merujuk pada segala bentuk cara yang bertentangan dengan prinsip
kebenaran dan keadilan dalam Islam. Ini mencakup praktik seperti penipuan,
kecurangan, kebohongan dalam akad, pemanfaatan kelemahan pihak lain, serta
kesepakatan yang tidak jujur.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, ayat ini menjadi dasar bahwa setiap
transaksi harus dilakukan secara adil dan transparan. Semua bentuk transaksi,
termasuk pemeliharaan hewan ternak, harus didasarkan pada kerelaan kedua belah
pihak dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Bila seseorang
mengambil keuntungan dari pihak lain tanpa persetujuan atau melanggar
kesepakatan yang telah dibuat, maka hal itu tergolong perbuatan yang dilarang oleh
ayat ini.

Selain itu, ayat ini juga memperingatkan tentang penyalahgunaan proses
hukum untuk mendapatkan harta secara tidak benar. Meskipun seseorang bisa
menang secara hukum di pengadilan, jika ia tahu bahwa harta tersebut bukan
haknya, maka tindakan itu tetap dinilai sebagai dosa. Dengan kata lain, Islam
mengajarkan bahwa keabsahan moral lebih tinggi daripada keabsahan formal. Harta
yang diperoleh melalui manipulasi hukum tetap tidak halal jika tidak sesuai dengan
prinsip kejujuran dan keadilan.

Secara keseluruhan, Q.S Al-Baqarah ayat 188 memberikan pedoman
penting dalam menjaga integritas dalam transaksi ekonomi, menegaskan larangan

terhadap segala bentuk kecurangan, dan menanamkan nilai tanggung jawab serta

"Muh. Idham Kholid Bodi, Kora'ang Mala'bi (Cet, I; Makassar: Balitbang Agama
Makassar, 2019), h. 50.
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kesadaran akan pengawasan Allah dalam setiap aktivitas muamalah. Ayat ini
mendorong umat Islam untuk memastikan bahwa harta yang dimiliki adalah hasil
dari cara yang halal dan sah, baik di dunia maupun di sisi Allah.

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah merupakan dasar dan nilai
fundamental yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip
ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam transaksi ekonomi,
tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi membawa keberkahan,
keadilan sosial, dan keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Prinsip-
prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma’
(kesepakatan para ulama), dan qiyas (analogi hukum), serta ditujukan untuk
menjaga lima magqashid al-syari'ah (tujuan hukum Islam): menjaga agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, prinsip-prinsip ini
menjadi fondasi utama sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan
keadilan distribusi, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan
nilai-nilai spiritual dan ketundukan kepada syariat Islam. Berikut ini penjelasan
mendalam mengenai prinsip-prinsip tersebut:

a. Prinsip Keadilan ('Adl)

Keadilan merupakan inti dari hukum Islam. Dalam ekonomi syariah,
keadilan tercermin dalam perlakuan yang setara antara para pihak dalam transaksi,
serta penghapusan unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak seperti riba
(bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Tujuannya adalah untuk
menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban serta mencegah akumulasi

kekayaan pada segelintir orang. Keadilan juga mencakup distribusikekayaan yang
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merata melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
b. Prinsip Larangan Gharar dan Maysir

Gharar merujuk pada ketidakpastian dalam akad, objek, atau hasil
transaksi. Maysir adalah praktik yang hanya mengandalkan keuntungan yang tidak
pasti (spekulatif) yang mirip dengan judi, di mana keuntungan diperoleh tanpa
usaha yang sah. Keduanya dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan
kerugian yang tidak adil dan merusak stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi
syariah menuntut adanya transparansi dan kejelasan dalam seluruh transaksi,
termasuk akad, harga, dan spesifikasi barang atau jasa.

c. Prinsip Kepemilikan Terbatas dan Tanggung Jawab Amanah

Dalam Islam, hak kepemilikan individu diakui, namun tidak bersifat mutlak.
Kepemilikan adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan cara yang
diridhai-Nya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menggunakan harta secara
boros, tidak sah, atau untuk tujuan yang haram. Islam juga menetapkan kewajiban
sosial dari kepemilikan, seperti zakat dan larangan menimbun harta. Hal ini
menunjukkan bahwa Islam menghormati hak individu sekaligus memperhatikan
kepentingan masyarakat luas.

d. Prinsip Tolong Menolong (7a'awun)

Islam mendorong semangat kerja sama dan tolong-menolong dalam urusan
ekonomi. Prinsip ini menjadi dasar lahirnya berbagai bentuk akad syariah seperti
musyarakah (kerja sama usaha), mudharabah (kerja sama modal dan tenaga), dan
koperasi syariah. Sistem ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk saling
mendukung, khususnya dalam membangun ekonomi umat secara kolektif, serta
mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

e. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)
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Hukum-hukum dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan
kemaslahatan atau kebaikan umum, yang berarti segala aturan harus memberikan
manfaat bagi individu dan masyarakat, serta mencegah kerusakan. Prinsip maslahah
menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan
secara individu, tetapi juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat,
seperti menciptakan lapangan kerja, memberantas kemiskinan, dan menjaga
stabilitas harga.

h. Prinsip Transparansi dan Kejujuran

Transparansi dalam akad dan kejujuran dalam menyampaikan informasi
adalah prinsip mendasar dalam ekonomi syariah. Islam mengharamkan penipuan
(tadlis), manipulasi harga (ghabn), dan informasi yang menyesatkan dalam
perdagangan. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menyampaikan kondisi barang
secara jujur, termasuk cacatnya jika ada, serta tidak melakukan praktik curang demi
meraih keuntungan sepihak.®
B. ljarah

1. Pengertian Jjarah

Secara etimologis, istilah "[jarah" berasal dari bahasa Arab &Y al-
ijarah) yang bermakna "sewa'", "upah", atau "imbalan atas jasa". Kata ini
menunjukkan adanya aktivitas pemindahan manfaat suatu benda atau jasa kepada
pihak lain dengan adanya imbalan tertentu. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah
ini mencerminkan praktik penyewaan atau pembayaran atas jasa yang telah
dilakukan oleh seseorang, baik berupa jasa fisik maupun keahlian.’

Secara terminologis (istilah), menurut mayoritas ulama fikih, /jarah adalah

suatu akad atau perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama (mu jir)

8Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,
2011), hlm. 20-35.

"Muhammad Yusuf Hadi, “Pengertian dan Konsep Ijarah dalam Perspektif Figh Islam”,
Jurnal Hukum Islam, (vol. 10, no. 2, 2022), h. 123.
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menyewakan atau memberikan manfaat dari suatu barang atau jasa kepada pihak
kedua (musta’jir) untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah
disepakati bersama, yang disebut Ujrah. Dalam konteks hukum Islam, akad ini
bersifat mu’awadhah (imbal-balik), karena mengandung pertukaran manfaat
dengan kompensasi tertentu. /jarah menekankan adanya kejelasan dalam hal objek
yang disewa, manfaat yang diberikan, durasi akad, serta nilai imbalan atau upah
yang harus dibayar. Oleh karena itu, akad [jarah sangat memperhatikan prinsip
keadilan, kejelasan, dan kerelaan antar pihak, serta menghindari unsur gharar
(ketidakjelasan), riba (tambahan yang dilarang), dan unsur dzalim.'

Lebih lanjut, akad [jarah juga banyak digunakan dalam praktik ekonomi
kontemporer, kontrak kerja profesional, serta pembiayaan kepemilikan barang
secara bertahap, yang semuanya tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar ljarah
dalam fikih muamalah.!! Dengan demikian, Jjarah merupakan instrumen penting
dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil, fleksibel, dan adaptif terhadap
perkembangan zaman.'?

2. Dasar Hukum Zjarah
Firman Allah dalam Q.S. Az-Zukhruf/43:32 yang berbunyi:

,a;u” égs(..@.@’t;b;gu.ZZU\ s}lﬁ-\‘gw’“‘,@m‘””’ usda)@)u (.m
(*Y) d}i.o.;\.t g.,.?}j bww&é:awajs
Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang
menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah
meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar

1 Ahmad Dzulfikar dan Siti Aisyah, Figh Muamalah Kontemporer (Yogyakarta: CV Budi
Utama, 2021), 97-99.

""M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.
96.

12 Adiwarman Azwar Karim, Figh Muamalah (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 185.
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sebagian mereka dapat memanfaatkan sebaglan yang lain. Rahmat Tuhanmu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.'?

Terjemahan Bahasa Mandar:

Apa’ ise ’iyadi mambare-bare pammasena Puangmu ? Iyami’mo tu'u
mappato’ atuoangna ise iya di lino, anna Iyami’ to’o mappatinggi
(mappakaraya) sambareang ise’iya di sambareang laengna sisaapa onro,
mamoare’i sambareang ise’iya mala mappapa ‘guna di laengna Anna
pammasena Puangmu la’bi macoai pole di anu iya napasirumung ise ‘iya."*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah-lah yang mengatur pembagian rezeki dan
kehidupan manusia, termasuk perbedaan kemampuan dan kedudukan yang ada di
antara manusia, sehingga ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang kaya dan
ada yang miskin, agar saling melengkapi dan memantfaatkan satu sama lain dalam
kehidupan dunia. Dalam konteks ljarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah),
ayat ini menjadi dasar bahwa perbedaan derajat dan kemampuan manusia adalah
ketetapan Allah, sehingga hubungan saling memanfaatkan seperti dalam Zjarah
adalah bagian dari sunnatullah dalam kehidupan sosial ekonomi. "

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Akad Ijarah terikat akan beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi.
Menurut Jumhur Ulama, /jarah mempunyai empat rukun, yaitu:

a. Agqid (Orang yang Berakad)

Yaitu para pihak yang melakukan akad Jjarah, yaitu mu’ajjir (pemberi sewa
atau yang memberikan upah) dan musta’jir (penyewa atau penerima upah). Kedua
pihak harus baligh, berakal, dan saling meridhai.

b. Shighat (Ijab dan Qabul)

Merupakan ungkapan atau pernyataan persetujuan antara kedua pihak yang
menunjukkan adanya akad sewa-menyewa.

c. Ujrah (Upah)

3Kementerian Agama RI, Qur'an Dan Terjemahan, h. 520.

“Muh. Idham Kholid Bodi, Kora'ang Mala'bi, h. 972.

SMuhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-
Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 456-457.
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Upah atau imbalan yang diberikan oleh penyewa kepada yang menyewakan
harus jelas jumlah dan cara pembayarannya.

d. Manfaat

Objek akad berupa barang atau jasa yang disewakan harus memiliki manfaat
yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum syariah.'®

Adapun syarat [jarah yaitu:

a. Syarat al-Inqad (terjadinya akad)

Syarat al-ingad menyangkut sahnya awal akad Jjarah, yaitu kesiapan orang
yang melakukan akad, ucapan ijab-gabul, dan tempat berlangsungnya akad.!”

b. Syarat an-Nafadz (pelaksanaan)

Syarat pelaksanaan [jarah berkaitan dengan wewenang pihak yang
melakukan akad. Akad hanya berlaku sah bila pelakunya memiliki barang atau
manfaat yang disewakan, atau ia memiliki kuasa penuh dari pemilik barang
tersebut. Jika akad dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak (disebut Jjarah
fudhuli), maka akad tidak sah sampai mendapat persetujuan dari pemilik
sebenarnya.!®

c. Syarat Sah

Agar akad [jarah sah, harus ada kerelaan dari kedua belah pihak,

sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa’ ayat/4: 29 yang berbunyi:

(Y4) .. vg.aup P 0 58 O3 Qyuu,m;;grn,tsw\y\w Vi

Terjemahnya:

1 Ahmad Sarwat, Seri Figih Kehidupan (7): Muamalat (Jakarta Selatan: DU Publishing,
2011), h. 80.

17 Ahmad Dzulfikar dan Siti Aisyah, Figh Muamalah Kontemporer, h. 97-99.

8Rini Lestari, “Analisis Akad Ijarah dalam Praktik Sewa Jasa di Masyarakat Modern”,
Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum, (Vol. 6, No. 2, 2022), h. 145.



19

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan
atas dasar suka sama suka di antara kamu...."

Terjemahan Bahasa Mandar:

E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’
(tangalalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para
melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna
Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie’. ...

Selain itu, objek sewa (ma‘qud ‘alaih) harus jelas jenisnya, durasinya, serta
manfaatnya harus halal. Upah (Ujrah) yang disepakati pun harus jelas jumlah dan
cara pembayarannya, serta bebas dari unsur riba dan ketidakjelasan (gharar).

d. Syarat Lazim (tetap mengikat)

Akad [jarah yang sah akan tetap mengikat selama tidak ada hal yang
membatalkannya. Barang yang disewakan harus bebas dari cacat. Bila ditemukan
cacat, penyewa boleh memilih untuk melanjutkan akad atau membatalkannya.?!

4. Macam-Macam ljarah
Dalam studi fikih muamalah, khususnya mengenai akad ljarah (sewa atau
upah-mengupah), terdapat dua bentuk utama, yakni jarah al-a'mal dan ljarah al-
a'yan. Keduanya berbeda secara mendasar, terutama dalam hal objek yang disewa
dan karakteristik akad yang digunakan.
a. [jarah al-A'mal (Sewa Jasa Tenaga/Kerja)

ljarah al-a'mal adalah akad [jarah yang objeknya berupa jasa atau tenaga
kerja seseorang, di mana penyewa membayar imbalan kepada pihak yang
menyewakan jasanya atas pekerjaan tertentu yang dilakukan, seperti menyewa
tukang kayu, penjahit, sopir, guru, dokter, atau jasa menjaga hewan. Dalam
praktiknya, upah diberikan atas jasa yang telah disepakati dan dalam konteks

modern sering berbentuk kontrak kerja profesional. Syarat-syarat ljarah al-a'mal

YKementerian Agama RI, Qur’an Dan Terjemahan, h.112.
20Muh. Idham Kholid Bodi, Kora’ang Mala’bi, h. 147-148.
2'Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: CV Pustaka, 2001), h. 125-130.
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antara lain adalah pekerjaan harus jelas dan dapat diukur, upah harus ditentukan dan

disepakati sejak awal akad, serta jasa yang diberikan harus halal dan bermanfaat.?

b. [jarah al-A'yan (Sewa Barang)

ljarah al-a'yan adalah akad Jjarah yang objeknya berupa manfaat dari suatu
barang (ain/asset) yang dapat disewakan, di mana barang tersebut tidak berpindah
kepemilikan, namun hanya manfaatnya saja yang berpindah ke penyewa selama
jangka waktu tertentu. Contohnya adalah menyewa rumah, kendaraan, alat berat,
atau properti lainnya. Dalam akad ini, penyewa hanya memiliki hak untuk
menggunakan barang sesuai kesepakatan tanpa hak kepemilikan atas barang
tersebut, dan setelah masa sewa habis, barang harus dikembalikan kepada
pemiliknya. Syarat-syarat Jjarah al-a'yan antara lain: barang yang disewakan harus
ada saat akad, manfaat barang harus dijelaskan secara spesifik, barang tidak boleh
rusak atau tidak bisa dimanfaatkan, dan jangka waktu sewa serta upah harus jelas.?’

5. Berakhirnya Akad ljarah

Akad [jarah memiliki masa berlaku tertentu yang ditentukan oleh durasi,
kesepakatan, atau tercapainya manfaat yang diinginkan. Dalam hukum ekonomi
syariah, akad ljarah dapat berakhir karena beberapa sebab sebagai berikut:

a. Berakhirnya Jangka Waktu Sewa
Akad [jarah otomatis berakhir ketika masa pemeliharaan hewan yang
disepakati telah habis. Misalnya, pemilik menyerahkan seekor kambing untuk
dipelihara selama tiga bulan, maka setelah jangka waktu tersebut berakhir, akad

dianggap selesai kecuali terdapat perpanjangan berdasarkan kesepakatan kedua

belah pihak.*

2Muamar Khaddafi, “Konsep Ijarah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Ekonomi
Syariah Teori dan Terapan, (Vol. 9, No. 3, 2022), h. 283-294.

2 Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2021),
h. 153.

24L. Hidayat, “Kesesuaian Praktik Ijarah dengan Prinsip Syariah dalam Transaksi Jasa”,
Jurnal Syariah dan Hukum, (vol. 7, no. 3, 2023), h. 52.
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b. Tercapainya Tujuan Akad

Jika akad Jjarah didasarkan pada pekerjaan tertentu, maka akad berakhir
setelah tugas tersebut selesai. Dalam konteks pemeliharaan hewan ternak, akad
dapat berakhir ketika hewan sudah dijaga sampai waktu tertentu yang dikaitkan
dengan tujuan, misalnya sampai hewan cukup gemuk untuk dipasarkan atau sampai
pemilik kembali dari perantauan.?

c. Pembatalan Oleh Salah Satu Pihak (Fasakh)

Akad dapat dibatalkan sepihak apabila salah satu pihak melanggar
kesepakatan. Contohnya, penjaga tidak memberikan makan secara teratur sehingga
hewan menjadi kurus atau sakit, atau pemilik tidak memberikan upah sesuai waktu
yang disepakati. Pembatalan dilakukan untuk mencegah ketidakadilan di antara
para pihak.%

d. Kerusakan atau Kematian Hewan (Objek ljarah al-A’yan)

Jika hewan yang dipelihara sebagai objek manfaat Jjarah mengalami
kematian atau kerusakan total yang menyebabkan manfaatnya hilang sama sekali,
maka akad berakhir dengan sendirinya. Misalnya, kambing mati karena faktor
alamiah atau penyakit berat yang tidak bisa ditangani meski sudah diupayakan oleh
penjaga.’’

e. Ketidakmampuan Penjaga ([jarah al-A’mal)

Akad juga berakhir apabila penjaga hewan tidak lagi mampu melaksanakan

tugasnya, misalnya karena sakit keras, lanjut usia, atau berpindah tempat tinggal

sehingga tidak dapat lagi melakukan perawatan hewan. Dalam kondisi ini, akad

25R. Anggraini, “Aplikasi Akad Ijarah dalam Jasa Pemeliharaan Hewan”, Jurnal Ekonomi
Syariah Terapan, (vol. 9, no. 3, 2022), h. 288.

26A. Faizin & A. Hafid, “Kesahihan Akad Ijarah dan Faktor Pembatalannya”, Jurnal Ilmiah
Ekonomi Islam, (vol. 10, no. 3, 2024), h. 389.

27S. Zakaria & N. Nuraeni, “Akad Ijarah dalam Praktik Jasa dan Konsekuensi Hukumnya”,
El-Igthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (vol. 5, no. 1, 2023), h. 44.
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tidak dapat dipaksakan untuk tetap berjalan.?®
f. Kesepakatan Bersama
Akad dapat dihentikan sewaktu-waktu jika kedua pihak sepakat untuk
mengakhirinya sebelum masa pemeliharaan berakhir. Misalnya, pemilik ingin
mengambil kembali ternaknya lebih awal karena alasan tertentu, dan pihak penjaga

menyetujuinya tanpa keberatan.?’

M. Rijal, “Ijarah al-A’mal dalam Perspektif Kontemporer”, Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah, (vol. 6, no. 2,2021), h. 120.

2N. Fitria, “Prinsip Kerelaan dalam Akad ITjarah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah,
(vol. 8, no. 1, 2022), h. 18.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Pencelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan
secara mendalam fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait praktik
ljarah pada jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi, Kecamatan Alu,
dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian kualitatif ini menekankan pada pengumpulan data seperti
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat memberikan
gambaran yang komprehensif mengenai bentuk pelaksanaan akad [jarah,
mekanisme kerja sama antara pemilik ternak dan penyedia jasa pemeliharaan, serta
berbagai permasalahan yang muncul dalam praktiknya. Dengan pendekatan ini,
peneliti dapat menggali makna, persepsi, serta pengalaman para pelaku usaha jasa
pemeliharaan hewan ternak secara langsung. Hasil penelitian ini diharapkan
mampu memberikan pemahaman yang utuh dan kontekstual mengenai kesesuaian
praktik Jjarah tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.'

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mombi, sebuah desa yang terletak di
Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Desa ini dipilih
karena praktik pemeliharaan hewan ternak masih dilakukan secara tradisional dan
berdasarkan kepercayaan antara pemilik hewan dan penyedia jasa. Hal ini
menjadikan Desa Mombi relevan untuk diteliti, terutama dalam konteks kajian

ljarah menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

"Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017),
h. 6-7.
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Alasan pemilihan lokasi ini tidak hanya karena kesesuaian topiknya, tetapi
juga karena keberagaman cara masyarakat menjalankan akad Jljarah, variasi dalam
sistem pembayaran yang digunakan, dan adanya narasumber yang terbuka untuk
berdiskusi seperti pelaku usaha, pemilik ternak, hingga tokoh masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian
1. Pendekatan Yuridis—Syar’i

Pendekatan yuridis-syar‘i digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis
praktik akad Jjarah pada jasa pemeliharaan hewan ternak berdasarkan ketentuan
hukum Islam yang bersifat normatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian
terhadap norma, rukun, syarat, dan prinsip akad Jjarah sebagaimana diatur dalam
fikih muamalah, yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, ijma’, dan giyas sebagai
dasar penetapan hukum muamalah.

Melalui pendekatan yuridis-syar‘i, penelitian ini bertujuan untuk menilai
kesesuaian praktik /jarah yang diterapkan oleh masyarakat Desa Mombi dengan
ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan Ujrah, pembagian
tanggung jawab, dan potensi adanya unsur gharar. Dengan demikian, pendekatan
ini menegaskan bahwa objek kajian penelitian berada pada aspek hukum dan aturan
muamalah (ahkam al-mu‘amalat), bukan pada ranah teologi atau doktrin
keimanan.?

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk memahami
praktik ljarah pada jasa pemeliharaan hewan ternak yang berlangsung di Desa
Mombi, Kecamatan Alu, dalam konteks kehidupan sosial masyarakat setempat.
Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya melihat bagaimana hubungan sosial,

kebiasaan, nilai-nilai lokal, serta pola interaksi antara pemilik ternak dan penyedia

2Jaih Mubarok, Hukum Ekonomi Syariah: Akad Muamalah (Bandung: Simbiosa Rekatama
Media, 2022), h. 23-25.
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jasa pemeliharaan berpengaruh terhadap bentuk dan pelaksanaan akad ljarah.
Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menangkap dinamika sosial
yang melatarbelakangi praktik ekonomi masyarakat, termasuk faktor kepercayaan,
budaya gotong royong, serta struktur sosial yang ada. Dengan demikian,
pendekatan sosiologis memberikan kontribusi penting dalam memahami
bagaimana praktik Jjarah tidak hanya dilihat dari aspek normatif syariah, tetapi juga
dari realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa Mombi.>

C. Sumber Data

Topik dari mana data dapat dikumpulkan disebut sebagai sumber data
penelitian. Selain individu yang berperan sebagai responden dan informan, orang
juga merupakan sumber data.* Berikut adalah jenis-jenis sumber data yang akan
dihasilkan:

1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian
melalui wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam
jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi, Kecamatan Alu. Informan yang
diwawancarai mencakup pemilik jasa pemeliharaan serta pemilik ternak yang
mempercayakan hewan mereka untuk dipelihara. Tujuan dari wawancara ini
adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana akad [jarah
diterapkan dalam praktik, dan sejauh mana prinsip-prinsip syariah
diimplementasikan dalam transaksi tersebut. Selain wawancara, peneliti juga
melakukan observasi secara langsung terhadap proses pelaksanaan akad di
lapangan guna memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai mekanisme
akad. Sebagai pelengkap, dokumentasi seperti salinan akad atau perjanjian yang

digunakan dalam praktik turut dikumpulkan sebagai data primer yang

3Soekanto, S., Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 45-47.
4Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ( Cet, XV; Jakarta:
Rineka Cipta, 2010), h. 172.
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mendukung keabsahan hasil penelitian.’

2. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka yang mencakup literatur-
literatur ilmiah, baik berupa buku, jurnal, maupun hasil penelitian sebelumnya
yang relevan dengan hukum ekonomi syariah. Fokus kajian tertuju pada
pembahasan mengenai akad-akad muamalah, khususnya Jjarah, yang berkaitan
langsung dengan praktik pemeliharaan hewan ternak. Literatur yang digunakan
juga mencakup referensi yang membahas prinsip-prinsip syariah dalam transaksi
ekonomi, guna membangun kerangka teoritis yang kuat dalam menganalisis
praktik Jjarah yang terjadi di Desa Mombi.®

D. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi

Metode pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan cara
mengamati secara langsung aktivitas yang terjadi di lokasi jasa pemeliharaan hewan
ternak di Kecamatan Alu. Peneliti mencatat proses penyerahan hewan ternak dari
pemilik kepada pengelola, bentuk dan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan, serta
bagaimana pengelola menjalankan kewajibannya dalam merawat dan menjaga
hewan selama masa pemeliharaan. Selain itu, peneliti juga mengamati interaksi
antara pemilik dan pengelola, termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban masing-
masing pihak, serta bagaimana penanganan masalah yang muncul, seperti hewan
sakit atau perselisihan terkait pembayaran dan tanggung jawab. Observasi ini
bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai praktik akad dan
pelaksanaan jasa pemeliharaan hewan ternak serta penerapan prinsip-prinsip

hukum ekonomi syariah dalam praktik sehari-hari.

SSugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Cet, I; Bandung: Alfabeta,
2017), h. 224.

SHarun Nasrun, Figh Muamalah: Prinsip dan Praktik Ekonomi Syariah (Jakarta: Gaya
Medika Pratama, 2019), h. 18-30.
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2. Wawancara
Metode wawancara dilakukan secara mendalam dengan beberapa pihak yang
terkait, yaitu pemilik hewan ternak (pengguna jasa) sebanyak 7 (tujuh) orang, dan
penyedia jasa pemeliharaan sebanyak 5 (lima) orang. Wawancara difokuskan untuk
menggali informasi tentang prosedur pelaksanaan akad jasa pemeliharaan, jenis
akad yang digunakan beserta alasan pemilihannya, kejelasan hak dan kewajiban
yang disepakati, mekanisme pembayaran jasa, serta permasalahan yang pernah
terjadi dan cara penyelesaiannya. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk
mengetahui tingkat pemahaman para pihak terhadap prinsip-prinsip syariah dalam
akad muamalah. Dengan wawancara ini, peneliti berharap memperoleh data yang
mendalam mengenai pelaksanaan akad dan pengalaman para pelaku dalam
menerapkan hukum ekonomi syariah pada jasa pemeliharaan hewan ternak.
3. Dokumentasi
Selain pengamatan dan wawancara, dokumentasi termasuk teknik
pengumpulan data. Metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah
mengumpulkan data melalui foto catatan harian yang diambil selama wawancara.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang digunakan oleh peneliti
untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terukur dalam suatu penelitian.
Instrumen ini sangat penting agar proses pengumpulan data berjalan efektif dan
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Instrumen Penelitian dalam
hal ini mencakup:
1. Pedoman observasi adalah seperangkat acuan yang digunakan peneliti untuk
mengamati secara langsung fenomena di lapangan. Pedoman ini berisi aspek-aspek

yang harus diamati terkait praktik /jarah pada jasa pemeliharaan hewan ternak,
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seperti proses penyerahan hewan, mekanisme kerja sama, serta pelaksanaan hak
dan kewajiban antara pemilik hewan dan penyedia jasa.

2. Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang dirancang sesuai
dengan fokus dan tujuan penelitian. Instrumen ini digunakan untuk menggali
informasi dari pemilik hewan dan penyedia jasa pemeliharaan terkait sistem akad,
bentuk pembayaran, tanggung jawab masing-masing pihak, serta kendala yang
terjadi dalam pelaksanaan [jarah.

3. Pedoman Dokumentasi adalah instrumen berupa pengumpulan bukti visual
maupun tertulis, seperti foto proses pemeliharaan, rekaman wawancara, atau
dokumen pendukung lainnya. Instrumen ini membantu memperkuat data yang
diperoleh dari observasi dan wawancara serta memberikan gambaran nyata tentang
situasi di lapangan.’

Dengan menggunakan instrumen-instrumen tersebut, diharapkan proses
pengumpulan data berjalan efektif dan hasil penelitian menjadi lebih valid serta
dapat dipertanggungjawabkan.

F. Teknik Pengolahan Data
Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses
pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Peneliti  melakukan  proses  pemilihan, pemusatan  perhatian,
penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang telah dikumpulkan di
lapangan. Reduksi data bertujuan untuk menyaring dan menyeleksi data yang
benar-benar relevan dengan fokus penelitian, sehingga hanya informasi penting
yang dipertahankan wuntuk dianalisis lebih lanjut. Proses ini meliputi

pengelompokan data berdasarkan kategori atau tema tertentu, serta menghilangkan

’Suharsimi Arikunto, Instrumen Penelitian: Pengertian, Fungsi, Jenis-Jenis, dan
Contohnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), h. 59-81.
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data yang dianggap tidak relevan atau berulang. Dengan demikian, data yang tersisa
menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, sehingga memudahkan peneliti
dalam tahap analisis berikutnya.®
2. Penyajian Data

Pada tahap ini, data yang telah disederhanakan kemudian disusun secara
sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks yang menggambarkan
hasil temuan penelitian. Penyajian data ini akan memudahkan peneliti dalam
melihat hubungan antara pelaksanaan akad dengan prinsip-prinsip syariah, serta
mempermudah pembaca dalam memahami dinamika yang terjadi di lapangan.
Dengan penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat menampilkan temuan secara
jelas, sehingga memudahkan dalam proses analisis dan interpretasi.’

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk
menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan yang diambil harus
didasarkan pada data yang telah dianalisis secara mendalam dan objektif. Selain itu,
peneliti juga melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap kesimpulan
yang diperoleh, baik melalui triangulasi data maupun diskusi dengan informan,
guna memastikan validitas dan keabsahan temuan penelitian. Dengan demikian,
kesimpulan yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah. '
G. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk

menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan

8Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Cet, I; Bandung: Alfabeta,
2017), h. 247-252.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019),
h. 289-292.

"Miles, Dkk, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru
(Jakarta: UI Press, 2014), h. 20-23.
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tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh
pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan
apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah
sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Keabsahan data juga disebut dengan
uji validitas dan rehabilitasi dilakukan untuk menghindari data yang tidak valid atau
adanya jawaban dari informan yang tidak valid. Penelitian ini menggunakan teknik
triangulasi atau teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. Peneliti
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan
dengan membandingkan dan mengecek konsistensi data yang diperoleh dari
berbagai sumber informasi. Artinya, informasi yang sama dikonfirmasi melalui
informan yang berbeda atau dokumen yang berbeda. Membandingkan jawaban dari
sumber tersebut agar peneliti dapat mengevaluasi data yang dikumpulkan konsisten
dan akurat.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah metode pemeriksaan keabsahan data dengan
menggunakan lebih dari satu teknik atau metode pengumpulan data terhadap
sumber yang sama dengan melakukan data hasil kombinasi wawancara, observasi,

dan dokumentasi.'!

""Rani Rahim, dkk., Metode Penelitian Teori dan Praktik (Cet 1; Tasikmalaya:
Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), h. 93.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Desa Mombi

Bermula dari masa Pemerintah Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara
(SUSELRA) kepada setiap Bupati Kepala Daerah Se-SULSELBAR agar segera
membentuk desa gaya baru diwilayah kerja masing-masing. Atas dasar tersebut,
pada tanggal 18 Maret 1968, oleh Bupati Mamasa (H.Abdul Majid) meresmikan
terbentuknya Desa Mombi, yang pada waktu itu diprakarsai oleh Bapak
DJALALUDDIN yang menjabat sebagai Kepala Desa Mombi, dan terdiri dari 3
(Tiga) kampung yakni Mombi, Paropo, dan Sayoang.

Kemudian pada Tahun 2009, Desa Mombi dimekarkan lagi menjadi 2 (Dua)
Desa yakni Desa Mombi dan Desa Sayoang, sehingga wilayah Desa Mombi
menjadi 6 (Enam) Dusun yakni:
a. Dusun Tettembulo
b. Dusun Tangnga
¢. Dusun Taupe
d. Dusun 1 Paropo
€. Dusun II Paropo
f. Dusun Sumbiri

Desa Mombi merupakan salah satu desa dari 144 desa yang ada di Kabupaten
Polewali Mandar. Desa Mombi terletak + 1 km dari ibu kota Kecamatan dengan
jarak 50 km dari pusat ibu kota kabupaten, + 250 km dari pusat ibu kota provinsi.
Perjalanan menuju Desa Mombi dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan
roda dua dan empat dengan waktu tempuh 2 jam dari ibu kota kabupaten dan 5 jam

dari ibu kota provinsi.
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Batas Desa Mombi terletak:

Sebelah Utara :Kelurahan Petoosang

Sebelah Selatan :Kecamatan Limboro

Sebelah Barat :Desa Saragian dan Desa Tangan Baru
Sebelah Timur :Desa Sayoang dan Kec. Limboro

Luas wilayah Desa Mombi secara keseluruhan adalah 12,4 km? yang terdiri
dari tanah kering, tanah pekarangan, tanah pekuburan, tanah perkebunan, dan
padang rumput. Masyarakat Desa Mombi sebagian besar penduduknya bergerak di
bidang pertanian dan peternakan yaitu petani kakao, enau, peternak kambing dan
sapi.

2. Keadaan Sosial

Desa Mombi adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Alu
Kabupaten Polewali Mandar. Di Desa Mombi terdapat beberapa lembaga
pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak- Kanak
(TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah
Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK).

3. Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong
peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Mombi, yang paling signifikan adalah
sektor pertanian, dapat dilihat dari luasnya lahan pertanian yang mendominasi
sekitar 75% dari seluruh wilayah Desa Mombi sekaligus mata pencaharian
masyarakat Desa Mombi adalah sebagai petani dan peternak.

Di samping itu ada sektor perdagangan dan usaha kecil menengah di Desa
Mombi juga tumbuh cukup baik, hal ini kemudian sangat membantu upaya

pemerintah desa dalam upaya menurunkan angka pengangguran. Menurut data
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statistik terakhir perkembangan penduduk miskin di Desa Mombi dari tahun ke
tahun mengalami penurunan yang signifikan, meskipun sebenarnya hal ini sangat
riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global sehingga perlu penguatan terutama
di bidang peningkatan sumber daya manusia.
4. Sumber Daya Desa Mombi
Berikut ini adalah sumber daya yang dimiliki Desa Mombi, terbagi menjadi
dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia

No. Jenis Pekerjaan Jumlah
l. Bertani/berkebun 1.367
2. Pedagang/pengusaha 340
3. PNS 118

Sumber: Kantor Desa Mombi, 2025.
Tabel 1.2 Sumber Daya Alam

No. Jenis Sumber Daya Alam Jumlah
1. Tegalan 178, 00 Ha
2. Perkebunan Rakyat 405, 00 Ha
3. Hutan 42 Ha
4. Rawa 13 Ha

Sumber: Kantor Desa Mombi, 2025.
B. Hasil Penelitian

1. Praktik Jjarah pada Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Mombi
Praktik jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi merupakan salah satu
bentuk aktivitas ekonomi masyarakat yang telah berkembang sejak lama dan
dijalankan secara turun-temurun. Keberadaan jasa pemeliharaan ini tidak terlepas
dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa yang sebagian besar
menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan peternakan.

Dalam kondisi tersebut, tidak semua pemilik hewan ternak memiliki waktu,
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tenaga, maupun sarana yang memadai untuk merawat ternaknya secara mandiri.
Hal ini terutama dialami oleh masyarakat yang memiliki kesibukan pekerjaan di
luar sektor peternakan, seperti bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Oleh
karena itu, jasa pemeliharaan hewan ternak hadir sebagai solusi sosial-ekonomi
yang dianggap mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menjaga dan
merawat ternaknya.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa praktik jasa pemeliharaan
hewan ternak di Desa Mombi pada umumnya tidak bermula sebagai usaha yang
direncanakan secara formal. Sebaliknya, praktik ini berawal dari kebiasaan
masyarakat yang saling membantu dan dilandasi oleh hubungan kekeluargaan serta
rasa saling percaya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nurbaena selaku salah satu

penyedia jasa tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Awalnya saya hanya memelihara sapi milik keluarga sendiri. Setelah itu,
beberapa tetangga mulai meminta bantuan karena mereka tidak sempat lagi
mengurus ternaknya akibat kesibukan sehari-hari. Saya kemudian membantu
merawat sapi mereka sebagaimana saya merawat ternak sendiri. Lama-
kelamaan ternak yang dipelihara terlihat terurus dan kondisinya baik,
sehingga menumbuhkan kepercayaan dari warga sekitar. Dari situlah orang
lain mulai ikut menitipkan ternaknya kepada saya. Sampai sekarang, jasa
pemeliharaan ternak ini sudah berjalan kurang lebih delapan tahun dan
digunakan oleh banyak masyarakat di desa ini”!

Kepercayaan yang terbangun tersebut juga dirasakan oleh pihak pengguna
jasa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hj. Indah dalam hasil wawancara,
bahwa keputusan untuk menitipkan ternaknya didasarkan pada pengamatan
langsung terhadap cara penyedia jasa dalam merawat hewan ternak. Beliau

mengatakan bahwa:
“Saya menitipkan ternak di sini karena telah melihat secara langsung
bagaimana cara mereka merawat ternak. Setiap kali saya datang, ternak saya
terlihat sehat dan pemberian pakan dilakukan secara teratur sesuai kebutuhan

"Wawancara dengan Nurbaenah selaku Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa
Mombi Kecamatan Alu, pada 25 Desember 2025.
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ternak. Selain itu, penyedia jasa juga memperhatikan kondisi ternak secara
rutin, sehingga apabila terdapat perubahan atau masalah pada ternak,
biasanya segera ditangani dengan cepat. Saya juga merasa tenang karena
pihak penyedia jasa selalu memberi informasi jika ada perkembangan terkait
ternak saya. Hal-hal tersebut yang membuat saya merasa percaya dan tidak
ragu untuk terus menitipkan ternak di sini.”?

Penyedia jasa lainnya menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat tidak
terbentuk secara instan, melainkan dibangun melalui proses panjang berdasarkan
pengalaman dan kebiasaan dalam memelihara ternak sejak lama. Hal ini
sebagaimana disampaikan oleh Bapak Irwan dalam hasil wawancara, beliau

mengatakan bahwa:

“Saya memang sudah terbiasa memelihara ternak sejak dulu, bahkan sejak
masih ikut orang tua. Jadi saya sudah paham bagaimana cara merawat sapi
dan kambing, mulai dari pemberian pakan, menjaga kebersihan kandang,
sampai memperhatikan kesehatannya. Ketika orang-orang melihat ternaknya
berkembang dengan baik, badannya gemuk, dan jarang sakit, mereka mulai
percaya. Dari situlah kemudian ada yang datang sendiri untuk menitipkan
sapinya atau kambingnya kepada saya.”

Selain faktor kepercayaan dan pengalaman, kesibukan pekerjaan juga
menjadi alasan penting bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa pemeliharaan
ternak. Salah satu pengguna jasa yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS) menjelaskan bahwa keterbatasan waktu akibat tuntutan pekerjaan
membuatnya tidak mampu merawat ternak secara optimal apabila dilakukan
sendiri.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hj. Nurintan dalam hasil
wawancara, bahwa kesibukan pekerjaan sehari-hari menyebabkan dirinya kesulitan
membagi waktu antara pekerjaan dan perawatan ternak, sehingga pemeliharaan

ternak dianggap sebagai solusi yang paling tepat. Beliau mengatakan bahwa:

“Saya bekerja sebagai PNS, jadi setiap hari harus berangkat pagi dan pulang
sore. Waktu untuk mengurus ternak sangat terbatas. Kalau dipaksakan

ZWawancara dengan Indah selaku Pengguna Jasa Peemeliharaan Hewan Ternak Desa
Mombi Kecamatan Alu, pada 29 Desember 2025.

3Wawancara dengan Irwan selaku Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi
Kecamatan Alu, pada 27 Desember 2025.
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dirawat sendiri, takutnya tidak maksimal. Karena itu, saya memilih
menitipkan ternak supaya tetap terurus meskipun saya sibuk bekerja.”*

Jenis hewan ternak yang paling sering dipelihara oleh masyarakat Desa
Mombi adalah sapi dan kambing. Pemeliharaan dilakukan dalam jangka waktu
yang tidak ditentukan secara baku, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan
pemilik ternak, seperti menunggu waktu penjualan atau proses pengembangbiakan.
Jumlah hewan ternak yang diterima juga tidak menentu dan disesuaikan dengan
kemampuan masing-masing penyedia jasa, mengingat jasa pemeliharaan ini

dijalankan secara perorangan tanpa melibatkan karyawan.

2. Bentuk Kesepakatan dan Tanggung Jawab

Kesepakatan pemeliharaan ternak di Desa Mombi pada umumnya dilakukan
secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Meskipun demikian, kesepakatan
tersebut tetap dijalankan dengan baik karena telah menjadi kebiasaan yang
berlangsung lama di tengah masyarakat. Hubungan antara pemilik ternak dan
penyedia jasa lebih banyak didasarkan pada rasa saling percaya dan pemahaman
bersama mengenai tanggung jawab masing-masing pihak. Salah satu pengguna jasa
menjelaskan bahwa selama ini kesepakatan lisan dianggap sudah cukup dan tidak
menimbulkan persoalan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Rika, beliau
mengatakan bahwa:

“Kalau kami menitipkan ternak, biasanya cukup dibicarakan secara langsung
saja antara pemilik ternak dan orang yang memelihara. Tidak ada perjanjian
tertulis karena sejak dulu memang seperti itu cara yang berlaku di desa ini.
Semua didasarkan pada rasa saling percaya, karena antara satu dengan yang
lain sudah saling mengenal. Selama ini juga tidak pernah ada masalah yang
berarti, sebab masing-masing pihak sudah memahami hak dan kewajibannya.
Sistem seperti ini sudah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan
masyarakat di desa ini dalam melakukan pemeliharaan ternak, sehingga tetap
dijalankan sampai sekarang.”

*Wawancara dengan Nurintan selaku Pengguna Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa
Mombi Kecamatan Alu, pada 27 Desember 2025.

SWawancara dengan Rika selaku Pengguna Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi
Kecamatan Alu, 28 Desember 2025.
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Penyedia jasa juga menyampaikan bahwa meskipun tidak terdapat perjanjian
tertulis, hal tersebut tidak mengurangi rasa tanggung jawab terhadap ternak yang
dipelihara. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan oleh pemilik ternak justru
menjadi amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana

disampaikan oleh Ibu Jumriah dalam hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa:

“Walaupun tidak ada perjanjian tertulis, kami tetap merasa memiliki
tanggung jawab penuh terhadap ternak yang dipelihara kepada kami. Ternak
tersebut kami rawat sebaik mungkin, kami perhatikan kesehatannya,
pemberian pakannya, serta kondisi sehari-harinya, sama seperti ternak milik
sendiri. Justru karena tidak ada perjanjian tertulis, rasa tanggung jawab itu
harus lebih dijaga, sebab yang menjadi pegangan utama adalah kepercayaan
dari pemilik ternak. Kalau sampai lalai, kepercayaan orang bisa hilang, dan
itu yang paling kami jaga agar hubungan tetap baik dan pemeliharaan bisa
terus berjalan.”®

Selama masa pemeliharaan, penyedia jasa memikul tanggung jawab penuh
atas perawatan ternak yang dipelihara. Tanggung jawab tersebut tidak hanya
terbatas pada pemberian pakan, tetapi juga mencakup pengelolaan kandang serta
pemantauan kondisi kesehatan ternak secara berkala. Bentuk tanggung jawab ini
dijalankan sebagai bagian dari komitmen penyedia jasa dalam menjaga
kepercayaan pengguna jasa, sehingga ternak yang dipelihara tetap berada dalam
kondisi yang baik selama masa pemeliharaan. Hal ini dirasakan secara langsung
oleh pengguna jasa selama ternaknya berada dalam penguasaan penyedia jasa,

sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nita dalam hasil wawancara, bahwa:

“Selama ternak saya dipelihara di Ibu Jumriah, perawatannya benar-benar
diperhatikan. Pemberian pakan dilakukan secara teratur setiap hari sesuai
kebiasaan ternak, kandangnya juga rutin dibersihkan, dan kondisi ternak
selalu dipantau. Kalau ada ternak yang terlihat kurang sehat atau
menunjukkan perubahan, biasanya langsung ditangani tanpa menunggu lama.
Hal-hal seperti ini yang membuat saya merasa tenang dan tidak khawatir,
meskipun saya tidak merawat ternak tersebut secara langsung. Misalnya,
ketika salah satu ternak saya sempat mengalami penurunan nafsu makan dan
terlihat lemas, Ibu Jumriah segera memisahkannya dari ternak lain agar tidak

®Wawancara dengan Jumriah selaku Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa
Mombi Kecamatan Alu, 28 Desember 2025.



38

tertular penyakit. Setelah itu, beliau menghubungi mantri hewan yang
biasanya dipanggil melalui kelompok ternak di desa atau datang bersama
pendamping dari kelompok tersebut untuk memastikan penanganannya tepat.
Ternak tersebut kemudian diberikan pemeriksaan dan suntikan vitamin sesuai
anjuran mantri hewan. Selain itu, jika terdapat luka ringan pada kaki ternak,
beliau langsung membersihkannya, memberikan obat, dan memastikan
kandang tetap kering agar tidak terjadi infeksi. Tindakan-tindakan tersebut
menunjukkan adanya tanggung jawab, kehati-hatian, dan keseriusan dalam
menjaga amanah yang diberikan oleh pemilik ternak.”’

Dalam pelaksanaan jasa pemeliharaan hewan ternak, persoalan kesehatan
ternak serta kemungkinan terjadinya kematian telah menjadi bagian dari
kesepakatan awal antara pemilik ternak dan penyedia jasa pemeliharaan. Penyedia
jasa sejak awal menyampaikan bahwa kewajiban yang mereka emban selama masa
pemeliharaan adalah melakukan perawatan ternak secara optimal sesuai dengan
kebiasaan dan kemampuan yang dimiliki. Tanggung jawab tersebut mencakup
pemberian pakan secara teratur, pemeliharaan kebersihan kandang, serta perhatian
terhadap kondisi kesehatan ternak. Apabila ternak menunjukkan gejala sakit,
penyedia jasa berkewajiban melakukan tindakan perawatan dan pengobatan yang
dianggap perlu.

Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa penyedia jasa, setiap ternak
yang mengalami penurunan kondisi, seperti tidak nafsu makan atau terlihat lemas,
akan segera dipisahkan untuk mencegah penularan. Penyedia jasa kemudian
menghubungi mantri hewan melalui kelompok ternak desa atau didampingi oleh
pengurus kelompok tersebut agar mendapatkan penanganan yang tepat. Dalam
kondisi tertentu, ternak diberikan suntikan vitamin, obat, atau perawatan lanjutan
sesuai anjuran tenaga kesehatan hewan.

Terkait pembiayaan, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa biaya
perawatan ringan dan kebutuhan sehari-hari selama masa pemeliharaan pada
umumnya ditanggung oleh penyedia jasa. Pemberian pakan tidak dibebankan
secara khusus kepada pemilik ternak karena sebagian besar pakan berupa rumput

dan hijauan diperoleh secara langsung dari lahan kebun milik penyedia jasa sendiri.

7 Wawancara dengan Nita selaku Pengguna Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi
Kecamatan Alu, 29 Desember 2025.
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Selain itu, dalam beberapa kasus, pakan juga diperoleh dari kebun milik pemilik
ternak yang memang memiliki tanaman atau rumput yang dapat dimanfaatkan
sebagai makanan sapi atau kambing. Dengan demikian, kebutuhan pakan sehari-
hari tidak memerlukan pengeluaran tambahan yang signifikan dan telah menjadi
bagian dari tanggung jawab penyedia jasa dalam menjalankan pemeliharaan.
Meskipun demikian, penyedia jasa tidak menempatkan dirinya sebagai
pihak yang menjamin keselamatan atau kelangsungan hidup ternak secara mutlak.
Risiko kematian ternak dipandang sebagai suatu kemungkinan yang dapat terjadi
meskipun perawatan telah dilakukan secara maksimal. Para pemilik ternak juga
telah memahami sejak awal bahwa tanggung jawab penyedia jasa bersifat terbatas
pada upaya perawatan, bukan pada hasil akhir berupa hidup atau matinya ternak.
Kesepahaman ini lahir dari hubungan sosial yang dilandasi rasa saling percaya dan
kebiasaan yang telah berlangsung lama di masyarakat Desa Mombi, serta diterima
sebagai konsekuensi dari hubungan kerja sama yang dijalankan. Hal tersebut
sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hasri dalam wawancara sebagai berikut:

“Setahu saya, di Desa Mombi ini memang sudah seperti itu sejak dulu.
Setiap kali ada ternak yang dipelihara, biasanya kami sampaikan dari awal
bahwa tanggung jawab kami hanya sebatas merawat ternak tersebut. Kami
memberi makan secara teratur, membersihkan kandang, dan memperhatikan
kondisi ternak setiap hari. Kalau ada ternak yang sakit, kami berusaha
merawat dan mengobatinya semampu kami. Namun, kalau dalam proses
pemeliharaan itu sampai terjadi kematian ternak, hal tersebut tidak menjadi
tanggung jawab kami. Kami tidak pernah menjanjikan bahwa ternak pasti
hidup, karena yang bisa kami lakukan hanyalah merawat dan menjaga
sebaik mungkin selama ternak berada di tempat kami.”®

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Hj. Indah selaku pengguna jasa yang
menyatakan bahwa:

“Sejak awal pemeliharaan, memang sudah disepakati seperti itu antara kami
sebagai pemilik ternak dan pihak yang merawat. Kami sudah memahami
bahwa urusan perawatan sehari-hari, seperti memberi makan,
membersihkan kandang, dan menjaga kesehatan ternak, menjadi tanggung
jawab orang yang memelihara. Kalau ada ternak yang sakit, biasanya juga
diusahakan untuk dirawat dan diobati. Namun, apabila dalam proses
pemeliharaan tersebut ternak sampai mati, hal itu memang tidak ditanggung

8 Wawancara dengan Hasri selaku Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa
Mombi Kecamatan Alu, 28 Desember 2025.
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oleh siapa pun. Dari awal kami sudah mengetahui dan menyetujui
kesepakatan tersebut, sehingga kami tidak mempermasalahkannya karena
sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di sini.””

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, para
pengguna jasa pada praktiknya juga tidak pernah mempermasalahkan secara lebih
lanjut apabila terjadi kematian ternak selama masa pemeliharaan. Mereka
menerima kejadian tersebut sebagai risiko yang telah dipahami bersama sejak awal
akad berlangsung. Bahkan dalam kondisi tertentu, meskipun terdapat dugaan
kelalaian ringan dalam proses perawatan, para pemilik ternak tetap tidak melakukan
tuntutan ataupun penilaian lebih jauh terhadap penyedia jasa.

Sebagai contoh, pernah terjadi kondisi di mana ternak terlambat diberi
pakan karena penyedia jasa memiliki keperluan mendadak, atau kandang tidak
segera dibersihkan pada hari tertentu sehingga kebersihannya kurang optimal.
Dalam situasi lain, terdapat kasus ketika gejala awal penyakit pada ternak tidak
langsung terdeteksi sehingga penanganan medis dilakukan beberapa waktu setelah
kondisi ternak memburuk. Meskipun keadaan tersebut secara kasat mata dapat
dipandang sebagai bentuk kelalaian ringan, para pemilik ternak tetap memilih untuk
tidak mempersoalkannya secara formal. Sikap ini dipengaruhi oleh kuatnya
hubungan sosial, kedekatan emosional, serta budaya saling percaya yang telah
mengakar di masyarakat Desa Mombi. Dengan demikian, penyelesaian atas
peristiwa kematian ternak lebih banyak didasarkan pada penerimaan dan
musyawarah kekeluargaan, bukan pada klaim tanggung jawab secara formal.

3. Sistem Upah dalam Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak
Sebagai bentuk imbalan atas jasa perawatan hewan ternak, sistem upah yang
diterapkan dalam praktik pemeliharaan di Desa Mombi disesuaikan dengan jenis

hewan ternak yang dipelihara. Perbedaan sistem ini didasarkan pada karakteristik

® Wawancara dengan Indah selaku Pengguna Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa
Mombi Kecamatan Alu
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masing-masing ternak serta kebiasaan yang telah berkembang di tengah
masyarakat. Untuk pemeliharaan sapi, mekanisme imbalan dilakukan melalui
sistem pengembalian modal awal kepada pemilik ternak setelah sapi dijual,
kemudian keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut dibagi secara
merata antara pemilik ternak dan penyedia jasa pemeliharaan. Sistem ini dipandang
sebagai bentuk pembagian hasil yang adil karena mempertimbangkan kontribusi
masing-masing pihak, baik dari sisi kepemilikan modal maupun tenaga perawatan.

Secara praktik, mekanisme tersebut berjalan dengan pola sebagai berikut:
pemilik ternak menyerahkan sapi kepada penyedia jasa untuk dipelihara dalam
jangka waktu tertentu hingga mencapai kondisi yang layak jual atau harga yang
lebih tinggi. Selama masa pemeliharaan, penyedia jasa bertanggung jawab atas
pemberian pakan, perawatan kesehatan, serta pengawasan harian terhadap kondisi
sapi. Setelah sapi dijual, hasil penjualan terlebih dahulu digunakan untuk
mengembalikan modal awal yang telah dikeluarkan oleh pemilik ternak pada saat
membeli sapi tersebut.

Sebagai contoh, apabila harga awal sapi sebesar Rp15.000.000, kemudian
setelah dipelihara dan dijual mencapai Rp20.000.000, maka Rp15.000.000
dikembalikan terlebih dahulu kepada pemilik ternak sebagai modal. Sisa
Rp5.000.000 merupakan keuntungan bersih yang kemudian dibagi secara merata,
misalnya masing-masing menerima Rp2.500.000. Dengan demikian, pemilik
ternak memperoleh kembali modalnya sekaligus bagian keuntungan, sementara
penyedia jasa memperoleh imbalan atas tenaga, waktu, dan keahliannya dalam
merawat sapi tersebut.

Apabila terjadi kerugian, misalnya harga jual lebih rendah dari modal awal
bukan karena kelalaian penyedia jasa, maka kerugian tersebut pada dasarnya

menjadi tanggungan pemilik modal. Penyedia jasa hanya menanggung kerugian
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dalam bentuk tenaga dan waktu yang telah dicurahkan. Namun, apabila kerugian
timbul akibat kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh penyedia jasa, maka ia
dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan karakteristik tersebut, pola kerja sama ini dapat dikategorikan
sebagai akad mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul
maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam konteks ini, pemilik ternak berperan
sebagai shahibul maal yang menyediakan modal berupa sapi, sedangkan penyedia
jasa pemeliharaan bertindak sebagai mudharib yang mengelola dan merawat sapi
hingga menghasilkan keuntungan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal,
sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat
kelalaian dari pihak pengelola.

Dengan demikian, praktik pemeliharaan sapi tersebut tidak hanya
merupakan hubungan jasa perawatan semata, tetapi juga mengandung unsur kerja
sama usaha berbasis bagi hasil yang selaras dengan konsep mudharabah dalam
hukum ekonomi syariah. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Rika yang
menjelaskan bahwa mekanisme pembagian hasil telah disepakati sejak awal dan

dijalankan secara konsisten dari waktu ke waktu. la menyatakan bahwa:

“Kalau sapinya sudah dijual, yang pertama dilakukan adalah
mengembalikan dulu modal awal milik pemilik ternak. Setelah itu baru
dihitung berapa keuntungan yang didapat, lalu keuntungannya dibagi dua
antara pemilik ternak dan yang merawat. Misalnya, dulu sapi itu dibeli
dengan harga Rp15.000.000. Setelah beberapa bulan kami rawat, bobotnya
bertambah dan akhirnya terjual Rp20.000.000. Jadi yang Rp15.000.000 itu
dikembalikan dulu sepenuhnya kepada pemilik sebagai modal awal. Sisa
Rp5.000.000 itulah yang disebut keuntungan. Nah, keuntungan itu dibagi
dua, masing-masing Rp2.500.000. Dengan cara seperti ini, pemilik modal
tidak kehilangan uang pokoknya, dan kami yang merawat juga mendapat
bagian dari hasil kerja dan perawatan selama ini. Kalau ternyata harga
jualnya tidak naik atau bahkan turun karena kondisi pasar, biasanya kami
musyawarahkan lagi, tapi tetap modal pemilik yang diprioritaskan terlebih
dahulu. Sistem seperti ini sudah lama kami gunakan dan sudah menjadi
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kebiasaan di sini, jadi masing-masing pihak sudah paham dan jarang terjadi
masalah.”!

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengguna jasa telah memahami
dengan baik alur pembagian hasil dalam pemeliharaan sapi. Kesepakatan ini tidak
hanya didasarkan pada perhitungan ekonomi semata, tetapi juga pada kepercayaan
dan kebiasaan yang telah terbangun dalam jangka waktu yang panjang. Pengguna
jasa menilai bahwa sistem tersebut cukup adil karena modal pemilik ternak tetap
aman, sementara penyedia jasa memperoleh imbalan dari hasil kerja dan perawatan
yang telah dilakukan.

Penyedia jasa pemeliharaan sapi juga menegaskan bahwa sistem
pengembalian modal dan pembagian keuntungan tersebut telah menjadi pola umum
yang berlaku dalam praktik pemeliharaan sapi di Desa Mombi. Menurutnya, sistem
ini dipertahankan karena dianggap paling sesuai dengan kondisi masyarakat dan
mampu meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari. Hal ini sebagaimana

disampaikan oleh Bapak Irwan dalam wawancara berikut:

“Untuk sapi, memang dari dulu sudah begitu caranya. Setelah sapi dijual,
modal pemilik ternak dikembalikan lebih dulu supaya jelas dan tidak ada
yang merasa dirugikan. Setelah itu, keuntungan yang ada baru dibagi dua.
Sistem ini sudah lama berjalan dan masyarakat juga sudah terbiasa, jadi
biasanya tidak ada perdebatan karena semuanya sudah tahu dari awal.”!!

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kejelasan pengembalian
modal menjadi aspek penting dalam praktik pemeliharaan sapi. Dengan adanya
pemisahan antara modal dan keuntungan, kedua belah pihak merasa lebih aman dan
nyaman dalam menjalankan kerja sama pemeliharaan ternak.

Sementara itu, sistem upah yang diterapkan dalam pemeliharaan kambing

memiliki karakteristik yang berbeda. Upah jasa perawatan kambing umumnya

19 Wawancara dengan Rika selaku Pengguna Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa
Mombi Kecamatan Alu

UWawancara dengan Irwan selaku Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa
Mombi Kecamatan Alu
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diberikan dalam bentuk anak kambing yang lahir selama masa pemeliharaan.
Apabila induk kambing melahirkan dua anak, maka masing-masing pihak, yaitu
pemilik ternak dan penyedia jasa, memperoleh satu anak kambing. Namun, apabila
kambing hanya melahirkan satu anak, maka anak kambing tersebut biasanya dijual,
dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat
sebelumnya. Sistem ini dipandang lebih praktis dan sesuai dengan kondisi
peternakan kambing yang berorientasi pada pengembangbiakan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Nita selaku pengguna jasa
pemeliharaan kambing yang menjelaskan bahwa pembagian anak kambing telah
menjadi bentuk upah yang lazim digunakan di Desa Mombi. Beliau menyampaikan

bahwa:

“Kalau kambing, biasanya upahnya memang dari anak kambing yang lahir.
Kalau dapat dua anak, dibagi satu untuk pemilik dan satu untuk yang
merawat. Tapi kalau cuma satu anak, biasanya anak kambing itu dijual, lalu
hasil penjualannya dibagi sesuai kesepakatan. Sistem seperti ini sudah biasa
dilakukan, jadi kami sudah paham dari awal.”!?

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengguna jasa pemeliharaan
kambing telah memahami risiko dan hasil yang mungkin diperoleh selama masa
pemeliharaan. Kesepakatan mengenai pembagian anak kambing dianggap cukup
fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kondisi ternak yang dipelihara.

Penyedia jasa pemeliharaan kambing juga menegaskan bahwa sistem
pembagian anak kambing tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan selalu
dibicarakan dan disepakati sejak awal pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk
menghindari kesalahpahaman serta menjaga hubungan baik antara pemilik ternak
dan penyedia jasa.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Jumriah selaku penyedia jasa,

beliau mengatakan bahwa:

12 Wawancara dengan Nita selaku Pengguna Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa Mombi
Kecamatan Alu
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“Pembagian anak kambing itu memang sudah biasa dilakukan di sini. Dari
awal pemeliharaan, kami selalu membicarakan bagaimana pembagiannya
supaya jelas. Jadi kalau nanti kambing melahirkan, masing-masing pihak
sudah tahu haknya dan tidak ada salah paham ke depannya. Semua
dijalankan sesuai kesepakatan awal.”!?

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem upah dalam jasa
pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi sangat dipengaruhi oleh jenis ternak
dan kebiasaan masyarakat setempat. Baik pada pemeliharaan sapi maupun
kambing, kesepakatan dilakukan sejak awal dan dijalankan berdasarkan rasa saling
percaya. Meskipun demikian, bentuk imbalan yang diterapkan cenderung bersifat
tidak pasti dari segi nilai ekonomi karena bergantung pada hasil penjualan atau
kelahiran ternak, sehingga dalam perspektif hukum ekonomi syariah terdapat
persoalan terkait kejelasan Ujrah dan potensi adanya unsur gharar dalam akad
ijarah yang dijalankan.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Ijarah pada Jasa
Pemeliharaan Hewan Ternak

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jasa pemeliharaan
hewan ternak yang berlangsung di Desa Mombi dapat diklasifikasikan sebagai akad
ljarah, khususnya ljarah al-a ‘mal, karena objek akadnya berupa jasa pemeliharaan
hewan ternak.'* Dalam praktiknya, pemilik ternak menyerahkan hewan kepada
penyedia jasa untuk dirawat, diberi pakan, dijaga kebersihan kandangnya, serta
diperhatikan kondisi kesehatannya, sementara penyedia jasa memperoleh imbalan
atas jasa yang telah diberikan. Pola kerja sama ini telah berlangsung cukup lama
dan dilaksanakan secara sederhana berdasarkan kebiasaan yang hidup di tengah

masyarakat.

13 Wawancara dengan Jumriah selaku Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Desa
Mombi Kecamatan Alu

"“Muhamad, Akad Ijarah dalam Perspektif Fikih dan Praktik Kontemporer (Jakarta:
Kencana, 2021), h. 45-47.
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Jika ditinjau dari rukun akad Jjarah, praktik pemeliharaan hewan ternak di
Desa Mombi pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pokok akad. Para pihak
yang berakad, yakni pemilik ternak dan penyedia jasa pemeliharaan, memiliki
kapasitas hukum dan saling meridhai satu sama lain. Objek akad berupa jasa
pemeliharaan ternak juga jelas, demikian pula manfaat yang diperoleh oleh pemilik
ternak. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan dilandasi rasa saling percaya, yang
menurut kebiasaan masyarakat setempat telah dianggap cukup dan sah.
Berdasarkan temuan lapangan, pola akad seperti ini relatif jarang menimbulkan
perselisihan karena telah menjadi tradisi yang dipahami bersama.

Namun demikian, apabila ditinjau dari syarat sah akad jarah, khususnya
yang berkaitan dengan kejelasan Ujrah (upah), praktik pemeliharaan hewan ternak
di Desa Mombi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan ideal
dalam fikih muamalah. Dalam fikih muamalah ditegaskan bahwa salah satu syarat
sah akad [jarah adalah Ujrah harus ma ‘lim, yaitu diketahui secara jelas
nominalnya, bentuknya, dan cara pembayarannya sejak awal akad. Upah tidak
boleh bersifat samar atau bergantung pada sesuatu yang belum pasti, karena hal
tersebut dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam
transaksi muamalah.'®

Apabila imbalan dalam praktik ini ditentukan berdasarkan persentase hasil
penjualan atau kelahiran ternak, maka pola tersebut lebih mendekati karakteristik
akad Mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha
dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam akad
Mudharabah, ketidakpastian jumlah keuntungan diperbolehkan karena yang

disyaratkan adalah kejelasan nisbah bagi hasil, bukan nominal keuntungan di

SM. Nizam, Fikih Muamalah Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), h. 112—
113.
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awal.!® Dengan demikian, apabila sistem imbalan dalam pemeliharaan ternak
bergantung pada hasil usaha, maka secara konseptual praktik tersebut lebih tepat
dianalisis sebagai akad berbasis bagi hasil daripada ijarah murni yang mensyaratkan
kejelasan ujrah sejak awal akad.

Dalam praktik di Desa Mombi, pemeliharaan sapi dilakukan dengan sistem
pembagian hasil setelah sapi dijual, di mana penyedia jasa memperoleh bagian dari
keuntungan penjualan tanpa adanya penentuan nominal upah sejak awal akad.
Sementara itu, pada pemeliharaan kambing, Ujrah diberikan dalam bentuk anak
kambing yang lahir selama masa pemeliharaan. Bentuk imbalan semacam ini secara
fikih dilarang, karena anak hewan yang belum lahir masih bersifat majhiil (belum
jelas keberadaannya), sehingga tidak dapat dijadikan Ujrah dalam akad ljarah.
Upah yang berbentuk bagi hasil atau berupa sesuatu yang belum ada dan belum
pasti nilainya bertentangan dengan syarat sah [jarah, karena menjadikan Ujrah
bergantung pada hasil di masa depan yang tidak dapat dipastikan pada saat akad
berlangsung.

Dengan demikian, meskipun secara sosial praktik tersebut diterima dan
dianggap wajar oleh masyarakat, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah pola
imbalan yang tidak ditentukan secara tegas sejak awal akad menimbulkan persoalan
normatif dalam kerangka Ijarah. Ketidakjelasan Ujrah tersebut berpotensi
mengandung unsur gharar dan menyebabkan akad tidak sepenuhnya memenuhi
ketentuan ideal Ijarah, sehingga secara konseptual lebih mendekati pola kerja sama
berbasis bagi hasil daripada Ijarah murni. Meskipun dalam praktiknya tidak
menimbulkan konflik, secara teoritis hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara
praktik adat dan ketentuan fikih muamalah. Selain aspek Ujrah, hasil penelitian

juga menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab dan risiko dalam praktik

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalah) (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 169.
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pemeliharaan hewan ternak belum dirumuskan secara rinci sejak awal akad.
Penyedia jasa pada umumnya hanya bertanggung jawab terhadap perawatan sehari-
hari, seperti pemberian pakan, kebersihan kandang, dan perhatian terhadap
kesehatan ternak. Apabila terjadi kematian hewan ternak akibat sakit atau sebab
lain yang tidak disengaja, peristiwa tersebut dipahami sebagai musibah dan tidak
menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pemilik ternak. Dengan demikian, seluruh
konsekuensi hukum yang muncul dalam praktik pemeliharaan hewan ternak di
Desa Mombi pada dasarnya dikembalikan pada kesepakatan awal dan kebiasaan
yang berlaku di masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Dr. H. Husain, S.Ag., MA selaku ahli
Hukum Ekonomi Syariah. Dalam wawancara, beliau menegaskan bahwa dalam
praktik muamalah, akad awal merupakan landasan utama yang menentukan hak,

kewajiban, serta risiko para pihak. Beliau menyatakan:

“Kalau kita berbicara dalam konteks muamalah, maka yang paling
menentukan itu adalah akad awalnya. Selama sejak awal sudah ada
kesepakatan dan diterima dengan ridha oleh kedua belah pihak, maka hak,
kewajiban, dan juga risiko yang muncul di kemudian hari itu kembali
kepada akad tersebut. Di masyarakat sering kali akadnya lisan dan
sederhana, dan itu sah, tetapi ketika sejak awal tidak dijelaskan secara rinci,
maka secara hukum syariah tentu ada potensi ketidakjelasan jika suatu saat
muncul persoalan.”!’”

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa secara sosial praktik pemeliharaan
hewan ternak di Desa Mombi dapat diterima karena didasarkan pada kepercayaan
dan nilai kekeluargaan. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, kejelasan
akad tetap memiliki peran penting untuk mencegah ketidakpastian hukum. Hal ini

ditegaskan beliau dalam pernyataannya:
“Selama masyarakat saling percaya dan tidak ada yang merasa dirugikan,
praktik pemeliharaan seperti ini bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi,
secara ideal menurut syariah, akad tetap perlu diperjelas sejak awal,
meskipun hanya secara sederhana, agar semua pihak memahami batas
tanggung jawabnya masing-masing. Karena itu, pencatatan akad seharusnya

"Wawancara dengan Husain, selaku ahli Hukum Ekonomi Syariah, 7 Januari 2026.
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tetap ada, bukan untuk menyulitkan masyarakat, tetapi sebagai langkah
pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian
hari.”!®

Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan
pentingnya kejelasan dan kepastian dalam transaksi muamalah. Al-Qur’an secara
tegas menganjurkan pencatatan akad untuk menjaga keadilan dan menghindari

perselisihan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

Sy gl Lo 3K L5 8586 Aok 41 u.,.u A6 151 1380 ol gL
Ry \mw@m@\s
Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang
pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat
menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan
kepadanya...

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa’, mua’ siayumaio (mammua-mala-o) mie’
andiang silennarang me’apa wattu di pattattu, sitinayannao mie’ mattulisi.
Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua). Anna
da to mattulis bondo-bondoang mattulisi me 'apa Puang Allah Taala pura
mappa’guruo...”’

Ayat ini menegaskan bahwa pencatatan akad merupakan sarana
fundamental dalam menjaga amanah, memastikan kejelasan hak dan kewajiban
para pihak, serta mewujudkan kepastian hukum dalam setiap transaksi. Dengan
adanya pencatatan akad, kesepakatan yang dilakukan tidak hanya bersandar pada
kepercayaan semata, tetapi juga memiliki dasar yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Pencatatan tersebut berfungsi untuk
mencegah terjadinya perselisihan, kesalahpahaman, maupun praktik yang

merugikan salah satu pihak akibat ketidakjelasan isi perjanjian. Dalam kerangka

"¥Wawancara dengan Husain, selaku ahli Hukum Ekonomi Syariah

Kementerian Agama Republik Indonesia, AI-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 48.

2'Muhammad Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi, (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama
Makassar, 2019), h.62.
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hukum ekonomi syariah, ayat ini mengandung pesan penting tentang perlunya
transparansi, kehati-hatian, dan keadilan dalam bermuamalah, sehingga setiap akad
yang dilakukan dapat memberikan perlindungan hukum serta menjamin
terpenuhinya prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu,

Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Abu Dawud Nomor 3594:
s a5 5 v gl bys ) b (e Okl Al

Terjemahnya:

Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang
menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap kesepakatan atau syarat yang
dibuat oleh para pihak dalam suatu akad bersifat mengikat dan wajib dipenuhi
selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Akad dan kesepakatan
awal menjadi rujukan utama dalam menentukan konsekuensi hukum suatu transaksi
muamalah, termasuk dalam praktik jasa pemeliharaan hewan ternak, karena dari

kesepakatan itulah lahir hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selama syarat-syarat yang disepakati tidak mengandung unsur yang
menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal, maka
kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum dan harus dihormati. Hadis ini juga
menegaskan pentingnya konsistensi dan tanggung jawab dalam bermuamalah,
sehingga para pihak tidak diperkenankan mengingkari kesepakatan secara sepihak
setelah akad berlangsung. Dalam konteks jasa pemeliharaan hewan ternak, hadis
ini menjadi landasan normatif bahwa pembagian tanggung jawab, bentuk imbalan,
serta risiko yang disepakati sejak awal harus dilaksanakan sesuai perjanjian, guna
menjaga keadilan, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya perselisihan di

kemudian hari.
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jasa
pemeliharaan hewan ternak yang berlangsung di Desa Mombi pada dasarnya telah
memenuhi unsur keabsahan akad menurut perspektif hukum ekonomi syariah,
karena dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak (farddi), adanya kesepakatan
awal, serta kejelasan objek akad berupa jasa pemeliharaan hewan ternak. Praktik
ini juga mencerminkan nilai sosial masyarakat yang menjunjung tinggi kepercayaan
dan tolong-menolong dalam aktivitas muamalah.

Meskipun demikian, apabila ditinjau secara lebih mendalam berdasarkan
prinsip-prinsip normatif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut belum
sepenuhnya memenuhi standar ideal akad [jarah. Hal ini disebabkan masih
ditemukannya ketidakjelasan dalam penetapan Ujrah, baik dari segi bentuk, nilai,
maupun kepastian waktu penerimaannya, serta belum adanya pengaturan yang
tegas terkait pembagian risiko antara pemilik ternak dan penyedia jasa. Kondisi
tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar yang dapat melemahkan kepastian
hukum akad. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyempurnaan akad sejak awal,
khususnya melalui penegasan bentuk dan mekanisme Ujrah serta pengaturan
pembagian risiko secara lebih jelas, yang dapat dituangkan dalam kesepakatan
tertulis sederhana.

Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum, meminimalkan
potensi sengketa, serta memastikan bahwa praktik /jarah jasa pemeliharaan hewan
ternak di Desa Mombi benar-benar sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi,

dan kehati-hatian sebagaimana ditekankan dalam hukum ekonomi syariah.



BAB YV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum

ekonomi syariah terhadap praktik /jarah pada jasa pemeliharaan hewan ternak di

Desa Mombi, Kecamatan Alu, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai

berikut:

1.

Praktik jasa pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi merupakan
bentuk akad [ljarah al-a ‘mal, yaitu akad sewa jasa tenaga atau keahlian
dalam merawat hewan ternak, khususnya sapi dan kambing. Praktik ini
berkembang secara turun-temurun dan berawal dari kebiasaan saling
membantu yang kemudian berkembang menjadi jasa pemeliharaan
berbasis kepercayaan. Akad dilakukan secara lisan tanpa perjanjian
tertulis, dengan dasar saling percaya antara pemilik ternak dan penyedia
jasa. Sistem pemeliharaan dilakukan secara penuh oleh penyedia jasa,
meliputi pemberian pakan, menjaga kebersihan kandang, serta
memperhatikan kesehatan hewan. Mekanisme imbalan (Ujrah) yang
diterapkan bervariasi, yaitu pada pemeliharaan sapi menggunakan
sistem pengembalian modal setelah penjualan dan pembagian
keuntungan, sedangkan pada pemeliharaan kambing menggunakan
sistem pembagian anak ternak atau hasil penjualannya. Dalam
praktiknya, tanggung jawab penyedia jasa lebih difokuskan pada upaya
perawatan secara maksimal, sementara apabila terjadi kematian ternak
karena faktor alamiah atau di luar kelalaian, kerugian umumnya tidak
sepenuhnya dibebankan kepada penyedia jasa. Praktik ini berjalan
relatif kondusif karena kuatnya hubungan sosial dan budaya saling

percaya di tengah masyarakat.
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2. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik Ijarah pada jasa
pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi pada dasarnya
diperbolehkan (mubah) karena telah memenuhi unsur pokok akad
Ijarah, yaitu adanya para pihak yang berakad, adanya manfaat yang jelas
berupa jasa pemeliharaan hewan, adanya kesepakatan mengenai bentuk
imbalan, serta dilaksanakan atas dasar kerelaan (an-taradin). Namun
demikian, berdasarkan hasil praktik tersebut belum sepenuhnya ideal
menurut ketentuan hukum ekonomi syariah, terutama dalam aspek
kejelasan penetapan ujrah di awal akad, batasan tanggung jawab, dan
kepastian pembagian risiko. Ketidakjelasan tersebut berpotensi
menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian), khususnya dalam hal
pembagian hasil dan risiko kematian ternak. Meskipun dalam
praktiknya jarang terjadi konflik karena kuatnya budaya kekeluargaan
dan rasa saling percaya, secara normatif syariah tetap diperlukan
kejelasan dan transparansi akad agar terhindar dari potensi sengketa di
kemudian hari serta lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian
hukum dalam muamalah.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik akad Ijarah pada jasa
pemeliharaan hewan ternak di Desa Mombi, Kecamatan Alu, dalam perspektif
Hukum Ekonomi Syariah, maka penelitian ini memiliki sejumlah implikasi yang
dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik secara praktis maupun akademis,
sebagai berikut:

1. Implikasi bagi Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penyedia jasa

pemeliharaan hewan ternak untuk meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-
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prinsip akad sesuai ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Penyedia jasa tidak hanya
mengandalkan kebiasaan turun-temurun dan kepercayaan sosial, tetapi perlu
memperhatikan kejelasan akad sejak awal, khususnya terkait objek jasa, jangka
waktu pemeliharaan, bentuk dan nilai ujrah, serta batasan tanggung jawab terhadap
risiko yang mungkin terjadi.

Temuan penelitian menunjukkan adanya potensi ketidakjelasan dalam
sistem upah dan pembagian risiko, terutama ketika menggunakan pola pembagian
keuntungan atau pembagian anak ternak. Oleh karena itu, sebelum akad
dilaksanakan, perlu dilakukan diskusi secara kekeluargaan antara pemilik ternak
dan penyedia jasa untuk menyepakati secara terbuka bentuk kerja sama yang
digunakan. Jika sistem yang diterapkan murni sewa jasa, maka akad ijarah harus
ditegaskan dengan penetapan ujrah yang jelas di awal. Namun apabila
menggunakan sistem bagi hasil dari penjualan atau hasil ternak, maka akad yang
lebih tepat adalah akad mudharabah, agar tidak terjadi pencampuran akad yang
berpotensi menimbulkan gharar.

Selain itu, kesepakatan yang selama ini dilakukan secara lisan sebaiknya
mulai diarahkan pada bentuk kesepakatan tertulis sederhana, meskipun tetap dalam
suasana kekeluargaan. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban,
menghindari kesalahpahaman, meningkatkan profesionalitas layanan, serta
mewujudkan praktik pemeliharaan yang lebih aman, adil, dan sesuai prinsip
syariah.

2. Implikasi bagi Pemilik Hewan Ternak (Pengguna Jasa)

Bagi pemilik ternak, penelitian ini memberikan implikasi berupa
peningkatan kesadaran mengenai posisi, hak, dan kewajiban mereka dalam akad
pemeliharaan ternak. Pemilik ternak diharapkan lebih aktif dalam memastikan

bentuk akad yang digunakan benar-benar jelas dan sesuai dengan prinsip syariah,
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terutama terkait sistem upah, jangka waktu pemeliharaan, serta ketentuan tanggung
jawab terhadap risiko seperti sakit atau kematian ternak. Sebelum ternak diserahkan
untuk dipelihara, pemilik dan penyedia jasa perlu melakukan musyawarah secara
kekeluargaan untuk menentukan apakah kerja sama tersebut menggunakan akad
ijarah (sewa jasa dengan upah tetap) atau menggunakan akad mudharabah (kerja
sama bagi hasil).

Penegasan jenis akad ini penting agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam
pembagian keuntungan maupun risiko. Selain itu, pemilik ternak juga diharapkan
bersedia menuangkan kesepakatan dalam bentuk tertulis sederhana agar memiliki
kepastian hukum dan menghindari potensi perselisihan di kemudian hari. Dengan
pemahaman tersebut, akad pemeliharaan ternak dapat menjadi bentuk muamalah
yang sah, halal, transparan, dan berlandaskan keadilan sehingga hubungan antara
pemilik dan penyedia jasa menjadi lebih harmonis serta saling menguntungkan.

3. Implikasi bagi Masyarakat Desa Mombi

Penelitian ini memiliki implikasi luas bagi masyarakat Desa Mombi dalam
meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya penerapan prinsip Hukum
Ekonomi Syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Praktik pemeliharaan ternak
yang selama ini didasarkan pada kebiasaan sosial dan rasa saling percaya perlu
diperkuat dengan pemahaman syariah yang lebih baik, khususnya mengenai
kejelasan akad dan pembagian risiko.

Melalui diskusi secara kekeluargaan di tingkat masyarakat, tokoh agama,
maupun pemerintah desa, dapat dibangun kesepahaman mengenai praktik
pemeliharaan ternak yang seharusnya dilakukan, termasuk penentuan jenis akad
yang tepat dan pentingnya kesepakatan tertulis. Penerapan akad yang jelas baik
ijarah maupun mudharabah akan membantu mencegah perselisihan dan menjaga

keharmonisan sosial. Dengan demikian, dapat tumbuh budaya ekonomi syariah di
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tingkat desa sehingga praktik pemeliharaan ternak menjadi contoh muamalah yang
adil, maslahat, dan berkelanjutan.

4. Implikasi bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan
kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait penerapan akad ijarah dan
kemungkinan penerapan akad mudharabah dalam praktik ekonomi tradisional
masyarakat pedesaan. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya dinamika antara
konsep normatif hukum ekonomi syariah dan praktik empiris di lapangan, terutama
dalam hal pencampuran pola sewa jasa dan bagi hasil.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan awal untuk
mengembangkan model akad tertulis sederhana yang aplikatif bagi masyarakat
desa, melakukan analisis komparatif antara ijarah dan mudharabah dalam konteks
pemeliharaan ternak, atau meneliti efektivitas penerapan akad tertulis dalam
mencegah sengketa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu
mendorong lahirnya studi lanjutan yang berkontribusi pada penguatan praktik

ekonomi syariah yang lebih sistematis, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Penyedia Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak

1.

Sejak kapan Bapak/Ibu mulai membuka jasa pemeliharaan hewan ternak

ini? Bisa diceritakan bagaimana awal mulanya?

. Dalam sehari atau seminggu, berapa banyak hewan yang biasanya

dipelihara?

. Bagaimana biasanya kesepakatan dilakukan dengan pemilik hewan?

Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya lisan?
Apa saja tanggung jawab Bapak/Ibu selama menjaga hewan? (misalnya:

memberi makan, menjaga kebersihan, menjaga dari penyakit)

. Bagaimana cara menentukan upah atau imbalan dari jasa pemeliharaan

ini? Apakah selalu uang atau ada bentuk lain (seperti anak hewan)?
Apakah upah atau imbalan biasanya diberikan di awal, di akhir, atau
sesuai kesepakatan tertentu?

Jika hewan mengalami sakit atau mati selama masa pemeliharaan, siapa
yang biasanya bertanggung jawab?

Apakah pernah terjadi perselisthan atau kesalah pahaman dengan

pemilik ternak? Kalau pernah, bagaimana cara menyelesaikannya?

B. Pemilik Hewan Ternak (Pengguna Jasa)

. Apakah Bapak/Ibu pernah atau sedang menitipkan hewan ternak ke

orang lain untuk di pelihara? Kalau iya, sejak kapan mulai

melakukannya?

. Apa alasan Bapak/Ibu menitipkan hewan ternak? Apakah karena tidak

sempat mengurus, bepergian, atau alasan lainnya?

. Bagaimana biasanya Bapak/Ibu membuat kesepakatan dengan orang

yang menjaga hewan? Apakah hanya dengan ucapan, atau ada bentuk

kesepakatan lain?

. Apa saja yang Bapak/Ibu harapkan dari orang yang menjaga hewan

selama pemeliharaan?
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5. Bagaimana bentuk imbalan yang Bapak/Ibu berikan kepada orang
yang menjaga hewan? Apakah berupa uang, hasil ternak, atau bentuk
lainnya?

6. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami masalah saat menitipkan hewan
(seperti hewan sakit, hilang, atau mati)? Kalau iya, bagaimana cara
penyelesaiannya?

7. Menurut Bapak/Ibu, apakah tugas dan tanggung jawab antara pemilik
dan penjaga hewan sudah berjalan dengan adil?

8. Berapa lama biasanya hewan dipelihara? Apakah ada waktu tertentu
yang paling sering digunakan untuk menitipkan?

9. Apakah menurut Bapak/Ibu, usaha pemeliharaan hewan ini sebaiknya
mendapat izin dari desa atau pihak tertentu?

10. Apakah menurut Bapak/Ibu, usaha seperti ini sebaiknya dibuatkan
aturan yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman?

C. Ahli Bidang Ekonomi Syariah

1. Menurut Bapak, seberapa penting akad awal dalam menentukan hak
dan kewajiban para pihak dalam praktik pemeliharaan ternak?

2. Bagaimana pandangan Bapak tentang praktik akad pemeliharaan ternak
yang hanya dilakukan secara sederhana berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak?

3. Apakah kesepakatan antara pemilik ternak dan pihak pemelihara sudah

cukup menjadi dasar hukum dalam transaksi /jarah menurut syariah?
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Gambar 1. 1 Ahli Hukum Ekonomi Syariah

Gambar 2. 2 Pengguna Jasa



;..""").qn.ﬁ!u"" fi nulI“.'.'.‘.‘nuu""'.l.u.l.l."'.l.'. - e lk "'l IW \5\5.",:\;:.‘:.':‘..“‘;
\\\“\“""‘:""u.

“\.\“\ . o/ (1l ',’q',uv',\

)::l:.':.’:,:: 1‘“’(")".'; II1I|lalll:l""'l?;f;;‘] "|". "‘." : \ \‘s
Ilillllllllnuu,. R..
|u||'ulmlu|.“ i &Y, . \ \
"1"l'lll.l,',l"l""l.'l|.' : y Vas \ “

Gambar 4.4 Penyedia Jasa
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Gambar 6. 6 Penyedia Jasa



67

Gambar 7. 7 Pengguna Jasa

Gambar 8. 8 Pengguna Jasa
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Gambar 10. 10 Kandang Kambing
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